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Arrang Adiyaksa, Nomor Pokok E111 11 277, dengan judul skripsi 
“Keterlibatan Pendeta Dalam Pemilu Legislatif Di Kabupaten Toraja 
Utara”.Dibimbing Oleh Prof. Dr. Muh KAUSAR BAILUSY, MA sebagai 
Pembimbing I dan ANDI NAHARUDDIN, S.IP, M.Si sebagai 
Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendalami 
motivasi keterlibatan pendeta dalam pemilu legislatif di kabupaten Toraja 
utara dengan mengacu pada beberapa pola keterlibatan pendeta selama 
terjun ke politik praktis yaitu pendeta terlibat sebagai calon anggota 
legislatif, keterlibatan dalam mendukung suara dan kampanye dan 
keterlibatan pendeta sebagai anggota struktur partai politik. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat 
deskriptif. Penelitian ini juga dilakukan dengan mewawancarai informan 
kunci yang dianggap memahami pola keterlibatan pendeta selama terjun ke 
politik praktis yaitu dari beberapa pendeta yang pernah terjun ke politik 
praktis dan anggota-anggota majelis. Penelitian ini juga menggunakan 
sumber lain dari jurnal, internet, buku, penelitian sebelumnya dan data-data 
dari pihak terkait.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi dan kepentingan 
pendeta untuk terjun ke dalam politik praktis dikaitkan dengan tuntutan dari 
kelompok organisasi kegerejaan dan organisasi politik. Pendeta aktif 
mendukung kandidat politik setiap menjelang pemilu dengan mendapatkan 
beberapa imbalan-imbalan dari kandidat politik untuk pembangunan 
organisasi gereja. Adanya dukungan pendeta terhadap kandidat politik 
menjadi bagian dari cara untuk memenangkan panganan calon dan 
menarik simpatisan dari masyarakat. Pendeta sebagai kader yang 
berpengaruh dan menonjol dalam masyarakat juga ikut melaksanakan 
kegiatan partai politik dan menjadi anggota struktur partai politik dengan 
tujuan untuk membesarkan nama partai. Aturan dalam etika pelayan gereja 
yang memiliki panduan dan nilai-nilai moral dinilai masih diabaikan oleh 
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BAB  I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Proses politik yang terjadi di Indonesia masih jauh dari harapan. Dalam 
proses-proses politik yang berlangsung selama ini, masih banyak 
ditemukan distorsi dan deviasi di berbagai sisi penyelenggaraan Pemilu 
(baik Pilpres, Pemilukada, Pileg, maupun yang lainnya). Politik uang 
(money politics), Kolusi dan Nepotisme cukup marak dijumpai dalam 
pemilu-pemilu sebelumnya. Padahal dalam negara demokrasi, Pemilu 
merupakan salah satu elemen penting untuk menciptakan pemerintahan 
yang bersih dan kapabel. Mekanisme Pemilu apabila ditempu sesuai 
dengan semangat dan jiwa demokrasi yang benar maka dengan sendirinya 
akan melahirkan orang-orang yang terbaik. Yakni orang-orang yang 
memiliki kredibilitas dan kapabilitas yang tinggi serta mempunyai komitmen 
terhadap perkembangan dan kemajuan bersama. Di sinilah peran Gereja 
dituntut dalam menentukan aktivitas politik seseorang. Tentu pula harus 
dilakukan melalui saluran-saluran partisipasi politik secara demokratis. 
Interaksi positif antara Gereja dan politik akan mendorong prosess 
pembangunan demokrasi dan politik itu berjalan searah dengan tujuannya. 
Gereja dan kekristenan tidak boleh teralienasi dari kekinian dunia. Ia 
harus menjadi garam, terang, bagi komunitas disekitar dirinya. Oleh karena 
itu kekristenan pada masa depan adalah kekristenann yang tidak 
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terbelenggu oleh penjara denominasional, melainkan kekristenan yang 
utuh, tangguh, dan bersifat trandenominasional. Konflik-konflik internal, 
pertikaian-pertikaian antardenominasi yang kontra produktif, seharusnya 
menjadi bagian dari sejarah masa lampau1. Seiring dengan itu gereja perlu 
merevaluasi dan mereposisi sikapnya terhadap kekuasaan, terhadap 
negara. Gereja harus mempunyai jarak dengan kekuasaan, agar fungsi 
kenabiannya dapat dijalankan dengan konsisten dan gereja terhindar dari 
kemungkinan penyalahgunaan sebagai instrumen kekuasaan. Pengalaman 
masa lalu tatkala gereja tak sanggup mengelola konflik internal, adalah luka 
dan pengalaman traumatik yang menyakitkan. Pengalaman berharga 
seperti itu harus meyakinkan gereja untuk membuat jarak yang jelas 
dengan kekuasaan dan tidak berkolusi dengan kekuasaan.  
Peran gereja sesunggunya tidak berada dalam ruang yang steril dan 
hampa. Gereja adalah persekutuan yang diutus Tuhan untuk berkarya di 
tengah-tengah dunia. Gereja adalah persekutuan yang dinamik yang 
berada ditengah jalan, yang belum tiba di terminal yang terakhir. Sebab itu 
gereja ada bukan untuk dirinya, ia ada untuk orang lain, gereja bukan 
persekutuan yang eklusif dan introvert, tapi komunitas yang terarah keluar 
dan tidak sibuk bagi dirinya nsendiri. Selain itu, gereja juga harus 
melakukan pembelaan terhadap kepentingan-kepentingan rakyat, 
1 Banjo, Elston. Gereja (Agama) dan Politik. Jurnal UNIERA Volume 2 Nomor 2. Agustus 2013 
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menyuarakan penderitaan yang dialami masyarakat, memberi 
pendampingan bagi mereka yang mengalami persoalan dalam hidup.2 
Gereja-Gereja di Indonesia mengakui bahwa negara adalah alat dalam 
tangan Tuhan yang bertujuan untuk menyejahterahkan rakyat dan 
memelihara ciptaan Tuhan. Oleh karena itu Gereja dan Negara harus bahu-
membahu dalam mengusahakan penegakan keadilan dan mengusahakan 
kesejahteraan seluruh rakyat dan keutuhan ciptaan. Akan tetapi sebagai 
lembaga keagamaan yang otonom, gereja mengemban fungsi dan otoritas 
yang bebas dari pengaruh negara dan sebaliknya negara tidak berhak 
mengatur kehidupan gereja oleh karena negara memiliki fungsi tersendiri 
dalam menjalankan panggilan didunia. Dengan demikian gereja dan negara 
harus membina hubungan yang kondusif dan bukan hubungan yang 
subordinatif dimana yang satu menguasai yang lain. 
Atas dasar pemikiran tersebut maka muncullah sebuah gagasan 
tentang keterlibatan pendeta dalam politik. hal tersebut juga diperkuat 
dengan adanya keputusan SSA XXI Nomor : 16/KEP/SSA-XXI/GT/VII/2001 
tentang Peraturan Umum Gereja Toraja pasal 18 tentang Gereja dan 
Politik3, dimana isinya menyebutkan bahwa pendeta dapat terlibat aktif 
dalam politik jika mengajukan cuti di luar tanggungan gereja (emeritus 
sementara), meskipun sebaiknya demi mengoptimalkan peran politiknya, 
seorang pendeta tidak terlibat penuh dalam dunia politik. 
2 Sairin, Weinata. Menjalani Jalan pelayanan.Bandung : YRAMA WIDYA.2015 
3 KEPUTUSAN SIDANG SINODE AM XXII GEREJA TORAJA NOMOR:16/KEP/SSA-XXII/GT/VII/2006 
TENTANG TEOLOGI, KETENAGAAN, DAN KEGEREJAAN yang ditetapkan pada Sidang Sinode Gereja 
Toraja ke XXII di Jakarta pada 6 Juli 2006. 
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Dalam mewujudkan partisipasinya di bidang politik maka seorang 
pendeta setidaknya memiliki tiga kepentingan pokok dan mendasar yaitu: 
1)  Kepentingan Pelayanan Pendeta dalam politik 
Dengan adanya partisipasi pendeta dalam bidang politik maka 
pelayanan pendeta di luar gedung gereja dapat ditingkatkan. Pelayanan 
pendeta yang dimaksud tersebut sejalan dengan tugas yang dimiliki oleh 
pendeta yakni sebagai garam dan terang dunia. Pendeta memiliki tugas 
menggarami terang firman Allah kepada semua manusia dan dimana pun 
dia berada.  
Adanya pelayanan pendeta dalam bidang legislatif maka perhatian 
pelayanan pendeta tidak hanya terkonsentrasi pada satu lingkup saja 
melainkan kesemua bidang-bidang termasuk politik. pendeta yang dikenal 
sebagai rohaniawan dan teladan moral akan memengaruhi kinerja dalam 
legislatif sehingga tuntutan sebagai wakil rakyat dapat di emban dengan 
penuh kesadaran. 
2)  Kepentingan karena keterdesakan ekonomi 
Adanya sebab tertentu lainnya yang mendorong keterlibatan pendeta 
dalam politik dapat dipengaruhi oleh rendahnya sumber pendapatan yang 
tidak sebanding dengan beban pelayanan gereja yang tinggi maupun 
rendah atau terhambatnya pembangunan gedung gereja tertentu yang 
kemudian mendorong seorang pendeta masuk dalam arena perpolitikan.  
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Disamping keterdesakan ekonomi yang seringkali muncul, seorang 
pendeta sering dijadikan alat bagi partai politik maupun kandidat-kandidat 
politik sebagai tim sukses dalam memenangkan persaingan pemilihan 
umum. Sebab hal tersebut menjadi salah satu alasan setiap pendeta terjun 
ke dunia politik berkat adanya godaan-godaan finansial.  
3) Kepentingan  Mizionari atau Ideologi 
Adanya pendepat yang hendak mengatakan bahwa keterlibatan 
pendeta dalam bidang politik merupakan sebagai cara yang dilakukan oleh 
sebagian rohaniawan untuk memperkuat dan memperluas adanya dogma 
kristen kepada siapapun dan dimanapun.   
Komitmen untuk melayani gereja adalah kewajiban primer pendeta 
untuk membangun iman dan spiritualitas jemaat dengan baik. komitmen 
tersebut membutuhkan pemikiran yang serius untuk memikul kewajiban-
kewajiban penting kepada masyarakat. Dengan demikian pendeta 
diharuskan untuk menjaga integritas moral sebagai pelayan gereja. 
masalah moral yang menimpa pendeta merupakan Salah satu masalah 
yang berkaitan dengan teologi politik dan juga ultimate concern etika politik 
kristen. Berdasarkan pemikiran tersebut maka keterlibatan pendeta dalam 
pemilu legislatif hendaknya dijadikan sebagai bahan evaluasi dan renugan 
kembali oleh gereja sebagai institusi yang bertugas untuk membina politisi-
politisi kristen dalam mewujudkan suara kenabian dalam bidang politik. 
Oleh karena itu penulis tertarik mengangkat persoalan-persolan etis yang 
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melibatkan para pelayan gereja selama terjun ke politik praktis. dalam hal 
ini penulis tertantang untuk menyusun sebuah karya ilmiah dengan judul “ 
Keterlibatan Pendeta dalam Pemilu Legislatif di Kabupaten Toraja 
Utara”. Pada bab berikutnya akan dibahas lebih lanjut mengenai bentuk-
bentuk kegiatan, teori dan konsep yang berkaitan dengan judul diatas. 
B. Rumusan  Masalah 
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis telah menetapkan bahwa  
rumusan masalahnya adalah : 
Apa motivasi keterlibatan pendeta dalam pemilu legislatif di 
Kabupaten Toraja Utara ? 
C. Tujuan Penelitian 
Dengan mengacu kepada permasalahan diatas, maka pada bagian 
akhir skripsi ini akan mengetahui apa motivasi pendeta yang terlibat dalam 
calon anggota legislatif. 
D. Manfaat Penelitian 
D.1 Manfaat Teoritis : 






     D.2  Manfaat secara Akademis : 
1.  Untuk memberikan bahan rujukan kepada masyarakat yang 
berminat dalam memahami realitas politik.  

















BAB  II 
TINJAUAN  PUSTAKA 
Pada bab ini penulis akan menguraikan empat aspek yang erat 
kaitannya dengan keterlibatan pendeta dalam politik yakni Bentuk-bentuk 
keterlibatan pendeta dalam politik, konsep pendeta,Teori Pilihan Rasional 
dan Teori Perilaku. keempat aspek ini akan di uraikan lebih lanjut. 
A.  Wujud keterlibatan Pendeta dalam Pemilu Legislatif 
Konsep Keterlibatan selalu dikaitkan dengan konsep partisipasi 
karena kedua kata tersebut memiliki hubungan atau relevansi. 
Dewasa ini istilah partisipasi selalu muncul dan ramai dibicarakan 
baik pejabat pemerintah, kaum politisi maupuan kelompok ilmuan 
ketika mereka berbicara mengenai politik.  
Adapun pemikir ilmu politik Herbert McClosky mengemukakan 
bahwa Partisipasi Politik merupakan kegiatan-kegiatan sukarela dari 
warga masyarakat melalui mereka yang mengambil bagian dalam 
proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak 
langsung dalam proses pembentukan kebijaksanaan umum4. 
Pemikir politik lainnya yakni Bolgherini mengartian bahwa partisipasi 
politik serupakan segala aktivitas yang berkaitan dengan kehidupan 
politik, yang ditujukan untuk memengaruhi pengambilan keputusan 
baik secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan dengan 
4 hhtp://Muslimpoliticans.blogspot.com2012/03.partisipasi/politik/indonesia, diakses tanggal5 
febryari 2016, pukul 22.26  WITA 
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cara legal, konvensional, damai, ataupun memaksa5.  Berikut adalah 
beberapa kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan keterlibatan 
pendeta dalam pemilu legislatif di kabupaten Toraja Utara yakni6 : 
1)    Keterlibatan dalam Mendukung suara dan kampanye  
  Wujud dukungan suara yang diberikan oleh pendeta biasanya 
diberikan kepada calon yang dikehendaki baik secars langsung 
mauoun tidak langsung. Secara langsung, misalnya pendeta secara 
terang-teangan mendukung partai politik, calon legislatif, maupun 
eksekutif. Sedangkan secara tdak langsung, biasanya para politisi 
memohon sendiri kepada pendeta dengan cara memohon do’a 
restunya serta memilih Calon legislatif maupun eksekutif yang 
mereka inginkan. 
2)    Keterlibatan ikut menjadi calon legislatif 
Aktif dalam kehidupan politik ialah hak semua warga negara. 
Keaktifan warga negara dalam politik menjadi penting bagi 
berjalannya negara dalam menentukan masa depan bangsa dan 
daerah-daerahnya.  Seorang pendeta dalam hal ini langsung 
mencalonkan diri atau dicalonkan oleh partai politik sebagai calon 
legislatif maupun eksekutif. 
Dalam negara demokrasi, partisipasi bukanlah hanya sebuah 
kepatutan total kepada pemerintah, seperti yang terjadi dinegara 
5 hhtp://setabasri01.blogspot.com>2009/02.partisipasi/politik, diakses pada tanggal 7 maret 
2015, pukul 21.09 WITA 
6 Diperoleh Dari Pengakuan Anggota Jemaat Yang Pendetanya  Pernah Tejun Ke Politik  
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komunis dan negara dengan rezim totaliter. Partisipasi politik dalam 
negara demokrasi partisipasi politik yang sifatnya sukarela dan 
sangat menentukan kebebasan negaradan daerah-daerahnya. 
Dengan demikian dalam negara demokrasi, partisipasi politik begitu 
dituntut demi berjalannya suatu pemerintahan yang baik. Bahkan 
termasuk dalam partisipasi politik adalah upaya untuk mendorong 
terciptanya pemeintahan yang bersih melalui berbagai cara yang 
dihalalkan7. 
3) Keterlibatan sebagai anggota struktur partai politik. 
Keterlibatan ini berkaitan dengan keikutsertaan pendeta dalam 
partai politik tertentu baik ditingkat lokal, wilayah, dan nasional. 
Dalam keterlibatan ini, pendeta menjadi kader partai politik dan ikut 
melaksanakan berbagai aktifitas-aktifitas partai politik.  
B. Konsep Pendeta 
Makna yang melekat pada profesi sebagai seorang Pendeta 
yakni orang pandai, pertapa (dalam cerita-cerita lama), pemuka atau 
pemimpin agama dalam jemaat agama Hindu dan Protestan, 
rohaniawan, dan juga guru agama. Pengertian terminologi pendeta 
yang dipakai penulis disini adalah seorang yang menjadi pemuka 
atau pemimpin agama dalam lingkup Kristen Protestan. Pendeta 
sebagai pemimpin jemaat disebut juga “gembala” bagi domba-
7Pribadi, Toto. Materi Pokok Sistem Politik Indonesia. Jakarta : Universitas Terbuka. 2006 Hal 369  
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domba atau umat. Seorang gembala bekerja tak kenal lelah, selalu 
waspada, pemberani dan siap mempertaruhkan nyawanya untuk 
domba-dombanya8. seorang pendeta memiliki tugas dengan prinsip 
sebagai berikut yaitu : 
1. Tetap mengingat bahwa pertanggungjawaban tugasnya 
adalah pertama-tama kepada Allah dan mewujud dalam 
pelayanannya kepada umat.  
2. Mengutamakan pelayanan.  
3. Berani membela kepentingan jemaat/orang banyak. 
4. Menguasai diri karena totalitas hidupnya adalah kesaksian 
tentang Yesus. 
Pendeta adalah seorang hamba Allah yang bekerja kepada 
Tuhan di dalam jemaat dengan melakukan tugas-tugasnya yaitu 
sebagai pendamping pastoral kepada jemaat, dan juga sebagai 
pengkhotbah dengan tujuan untuk membangun imam warga jemaat.9 
Pendeta adalah seorang pemimpin jemaat, khususnya dalam hal 
moral dan spritual. Oleh karena itu, dia harus menjadi teladan bagi 
jemaatnya yang nampak dalam cara berpikir, perkataan, sikap, 
perilaku, dan karakternya. Sebagai seorang pemimpin yang 
memimpin jemaatnya, pendeta juga diharapkan dapat memberi arah 
8 Storm, Bons. Apakah Penggembalaan Itu?;Petunjuk Praktis Pelayanan Pastoral. Jakarta: PT BPK 
Gunung Mulia,2004 hlm 25-26. 
9 Porniti.Dimensi Politik Praktis Pendeta (Suatu Kajian Teologis terhadap Terhadap pendeta Yang 




                                                             
dan tujuan kemana jemaat tersebut akan dibawa, yang tentunya 
agar menjadi lebih maju, lebih baik, lebih berkualitas dan 
meningkatkat dari segi jumlah. Untuk itu, seorang pendeta harus 
menyadari panggilan hidup sebagai pendeta. Setiap pelayan gereja 
tentu mengetahui bahwa panggilan menjadi pelayan ( Gereja ) 
adalah panggilan untuk berbagai tugas. Berkhotbah, mengajar, 
mengadakan Konseling, melakukan kunjungan, mengurus 
administrasi, membuat promosi, merekrut, memimpin ibadah, dan 
melakukan kunjungan sosial hanyalah sebagian dari tugas-tugas itu. 
Pendeta merupakan pemimpin jemaat khususnya dalam hal 
moral dan spritual. Oleh karena itu, dia harus menjadi teladan bagi 
jemaatnya yang nampak dalam cara berpikir, perkataan, sikap, 
perilaku, dan karakternya. Sebagai seorang  pemimpin jemaatnya, 
pendeta juga diharapkan dapat memberi arah tujuan kemana jemaat 
tersebut akan dibawa, yang tentunya akan lebih maju, lebih baik, 
lebih berkualitas dan meningkat dari segi jumlah. Untuk itu, seorang 
pendeta harus mengetahui karunia rohaninya dan setia alam 
menggunakan karunianya untuk pelayanan10. Dalam Tata Gereja 
Gereja Kristen indonesia ( GKI ) dikatakan bahwa “ Tuhan 
memanggil sebagian anggota gereja untuk menjadi pejabat gerejawi 
yang berperan melayani dan memperlengkapi gereja agar mampu 
10 Ronald,Leigh. Melayani Dengan Efektif : 34 Prinsip Pelayanan Bagi Pendeta Dan Kaum Awan. 
Jakarta : Gunung Mulia, 2011. 
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melaksanakan misi gereja.”11 Hal inilah yang menunjukkan bahwa 
menjadi pejabat gerejawi- termasuk didalamnya pendeta adalah 
berawal dari panggilan Allah. Allah-lah yang terlebih dahulu 
memanggil manusia. Kemudian manusia menanggapi panggilan 
Allah sebagai pemberi anugerah, Tugas dan tanggung jawab dari 
Allah. Oleh karena itu, seseorang yang terpanggil menjadi pendeta 
harus menyadari anugerah, Tugas dan tanggung jawab dari Allah ini, 
sehingga dalam melaksanakan pelayanannya sebagai pendeta 
dapat dilakukannya dengan segenap hati, pikiran dan jiwa. Seluruh 
jiwa raga didedikasikan untuk memenuhi panggilan tersebut. Bahkan 
dalam tata laksana dikatakan bahwa salah satu syarat menjadi 
pendeta adalah “menghayati pelayanan pendeta sebagai panggilan 
Spritual”12. dengan demikian, gambaran tersebut jelas nampak 
bahwa panggilan pelayanan dalam gereja adalah dasar dari segala 
panggilan pelayan seorang pendeta Sekalipun menjalankan 
pelayanan dalam gereja maka seorang pendeta tetap harus bersikap 
secara profesional. Makna Profesional tersebut adalah mampu 
menempuh pendidikan teologi terlebih dahulu dan profesional dalam 
menjalankan fungsi gembala, pengajar, pemimpin umat Tuhan dan 
pemberita Firman Allah. Dengan kata lain pendeta dituntut untuk 
profesional dalam segala hal pengetahuan, keterampilan, karakter 
yang terwujud dalamperilaku sehari-hari. Karena tuntutan profesional 
11 Tata Gereja GKI. BPMS GKI.Jakarta 2003. H.9 
12 Pdt. Anthonius Kurniasatya.  Pendeta dan Kependetaan. GKI Cimahi. 2006 
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inilah maka dibutuhkan adanya kesadaran akan panggilan Allah 
sebagai motivasi yang senantiasa memberikannya semangat dalam 
melaksanakan tugas-tugas sebagai seorang pendeta yang seringkali 
diperhadapkan pada tuntutan jemaat atau hambatan yang 
sedemikian banyaknya.  
Dalam mewujudkan pelayanannya di bidang politik, hendaknya 
hak kewarganegaraan pendeta harus didasari oleh pertimbangan 
rasional seperti mengutamakan kepentingan publik. Etika pelayan 
gereja menghendaki agar dasar keterlibatan etis pendeta dalam 
politik hanya bertujuan untuk mewujudkan suara kenabian sehingga 
pengaruh kekuasaan hanya untuk kepentingan publik secara luas 
dan bukan sedikit orang yang ia sukai. keterlibatan pendeta dalam 
politik tidak boleh mendasari suara kenabiannya untuk mendapatkan 
keuntungan publik demi vested interest yakni kepentingan yang 
tertanam yang sewaktu-waktu dapat hilang karena perubahan 
situasi13. Berikut ini adalah kewajiban-kewajiban dasar pendeta saat 
terjun kepolitik yang dirumuskan dalam sebuah kode etik pelayan 
gereja14 : 
1. Melanggar Kontrak yang disepakati dengan gereja adalah hal 
yang tidak etis. 
13 Trull E. Joe  dan James E. Carter. Etika Pelayan Gereja. Peran Moral dan Tanggung Jawab Etis 
Pelayan Gereja. Jakarta : Gunung Mulia, 2012. 
14 Ibid., hal 204 
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2. Pelayan gereja harus waspada untuk tidak 
mencampuradukkan Allah dengan Negara. 
3. Pemanfaatan fasilitas gereja untuk memperoleh dukungan 
dan Merangkap pekerjaan lain secara rutin yang juga digaji 
tidaklah etis. 
4. Keberpihakan kepada salah satu kubu di jemaat adalah 
perbuatan yang tidaklah etis.  
5. Pelayan tidak bisa ( menjadi partisan ), jika cara berpolitiknya 
terutama ditujukan untuk menganggap pihak lain jahat, tidak 
kristiani dan buruk. 
Kelima bagian diatas ialah pedoman khusus bagi setiap 
pelayan gereja yang bisa menunjang perannya dalam bidang politik. 
Pedoman tersebut membantu pelayan agar menampilkan etika 
politik yang lebih mengarah kepada nilai-nilai gerejawi yang 
senantiasa mengindahkan kebaikan dan kebenaran.  
Pedoman dalam etika politik kristen mengandung Etika dan 
moral yang merupakan ajaran kristen yang berdasar pada nilai-nilai 
etika dan yang menjadi panduan bagi kehidupan individu maupun 
kelompok yang aktif dalam bidang politk sesuai dengan keyakinan 
kristiani. Jadi, etika dan moralitas kristen dalam politik adalah nilai-
nilai etika dan panduan moral yang berkaitan dengan perilaku politik, 
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yang diimplementasikan dalam mengelola kehidupan bersama yaitu 
bermasyarakat dan bernegara.15 
Etika kristen sebagai bagian dari disiplin teologi merupakan 
refleksi atas pertanyaan dan sekaligus jawaban mengenai perbuatan 
seseorang yang percaya kepada kristus dan anggota gerejanya16. 
Segala realitas yang ada dan dihadapi dalam kehidupan orang-orang 
kristen merupakan realitas yang harus dipertanyakan dan dijawab 
dalam perspektif kepercayaan itu. Dalam garis pengertian ini, politik 
sebagai realitas hidup dan bahkan sangat mempengaruhi hidup itu 
menjadi cakupan etika kristen sendiri. 
Integritas pelayan gereja atau pendeta tidaklah sederhana atau 
otomatis. Akan tetapi, etika pelayan memang bertumpuh pada 
pemahaman yang benar tentang panggilan pelayan.  Pada saat yang 
sama, pelayan biasanya memenuhi panggilannya dengan melayani 
jemaat umat Allah. Komunitas orang percaya ini menyediakan gaji 
untuk sang pemimpin gereja, dan sebagai imbalannya, 
mengharapkan beberapa macam  pelayanan. Meskipun pengabdian 
utama pelayan dijutuhkan kepada Allah, pengabdian ini sama sekali 
tidak boleh menjadi dalil untuk menghindari tugas-tugas pastoral. 
Kita tidak bisa melayani kristus tanpa melayani orang lain sebab 
melayani orang lain berarti melayani kristus. 
15 Robert P. Borrong. Etika Politik Kristen. Serba Serbi Politik Praktis. Jakarta : STT Jakarta. 2006 
Hal 26  
16 Ibid. Hal 19 
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Pendeta juga tergabung dalam kelompok kependetaan yang 
bagian dari kelompok kepentingan kependetaan. Kelompok 
kependetaan adalah bagian dari kelompok kepentingan yang saling 
mendukung dalam menetukan keputusan dari salah satu pendeta 
atau pelayan gereja yang menjadi bagian dari kelompok yang diakui 
oleh Klasis setempat. Setiap klasis mencakup satu kecamatan 
tertentu. Dalam satu kecamatan biasanya terdapat enam hingga 
sepuluh pendeta tergantung  pada jumlah umat yang terdapat dalam 
sebuah gereja. Semakin banyak jumlah umat maka semakin banyak 
pula pendeta yang mengemban pelayanan dalam gereja tersebut.  
Pada umumnya kelompok kependetaan merupakan rekan 
sekerja yang saling membantu dalam membangun jemaatnya. Tiap 
pelayan melakukan pelayanan bersama pelayan lain dan berelasi 
dengan mereka, dalam bentuk kerjasama. Mereka bekerja bersama 
dengan senang hati. Para pelayan bertanggung jawab kepada Allah 
atas kehidupan pribadi dan kepada sesama pelayan. Tindakan 
seorang pelayan memang bisa mempengaruhi banyak pelayan lain, 
meskipun mereka tidak melayani didenominasi yang sama. 
Tanggung jawab pelayan gereja satu sama lain, tanggung jawab 
kepada profesi pelayan gereja, dan tanggung jawab kepada Allah 
adalah vital bagi kerajaan Allah. Menjadi pelayan yang baik lebih 




Sebagai warga negara, pendeta tentu memiliki hak dasar yang 
dijamin dalam dasar negara atau konstitusi Republik Indonesia. 
Dalam hal ini pendeta mendapat jaminan hak politis yakni 
kebebasan untuk ikut terlibat dalam pertarungan politk praktis. 
berdasarkan hal tersebut, kini pendeta dipahami sebagai gembala 
umat atau pengayom jemaat yang berbeda dari sisi latar belakang 
politik dan di satu sisi pendeta juga memiliki arti bahwa ia berhak 
untuk terjun ke politik praktis.  
C. Teori Behavioralisme 
Keterlibatan seorang pemuka agama atau pendeta dalam politik 
praktis  merupakan bagian dari keyakinan kelompok yang memiliki 
pengaruh politis dalam masyarakat. Pendeta yang juga bagian dari 
anggota kelompok cenderung memiliki sikap yang menonjol dan 
pengaruh lebih besar dalam menekankan perhatian pada prinsip dan 
sikap politik terhadap anggota kelompok yang lainnya.   Sikap 
menojol pendeta sebagai kepala gereja dalam masyarakat menjadi 
strategi awal dalam mewakili kepentingan publik untuk menjadi 
seorang politisi. Terkait dengan adanya kepentingan pendeta dalam 
politik praktis maka perlu terlebih dahulu membahas mengenai teori-
teori yeng berkaitan dengan tingkahlaku dan kepentingan. 
Akar intelektual teori tingkahlaku ( behavioralisme ) amatlah 
kompleks. Leluhur sipirualnya adalah filsafat skeptis David Hume. 
Pelopornya di Amerika adalah filsafat pragmatis William James yang 
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menekankan empirisme, voluntarisme, tindakan-tindakan individual 
serta hubungan antara kesadaran dan tujuan.17  Pengkajian 
behavioral meliputi pemakaian indikator-indikator yang menunjukkan 
keteraturan-keteraturan dalam tingkah laku. Perhatiannya terletak 
pada distribusi  ketimbang dikotomi, variabel kontinum ketimbang 
tipe-tipe ideal. Lagi pula, kaum behavioralis berusaha sungguh-
sungguh mengetahui apakah tindakan publik yang benar, dan 
karena itu mereka mengalihkan perhatiannya kepada variabel-
variabel seperti hubungan-hubungan, strategi-stretegi tindakan dan 
efek-efek variabel ukuran, jumlah, dan tingkat kepentingannya.18 
Adapun unsur-unsur terpenting dalam Behavioral menurut Jr. 
V.O Key yang terdiri dari kepentingan, oraganisasi politik, 
memenangkan dukungan dan manfaat bagi kelompok. Dari keempat 
unsur tersebut, manfaat kelompok menentukan kepentingan individu 
yang kemudian dipromosikan oleh organisasi-organisasi politik. 
Calon-calon untuk jabatan politik membujuk organisasi-organisasi 
dengan janji akan memberikan keuntungan dalam bentuk manfaat 
kelompok. 19 hal tersebut juga terjadi pada sebuah Gereja yang 
memandang diri mereka sendiri sebagai penghubung antara yang 
kaya dan yang miskin, dan secara serius berusaha memperbaiki 
penderitaan yang dialami oleh kaum miskin. Sama halnya dengan 
partai-partai modern yang tidak hanya pembela bagi langganan 
17 Apter, David E. Pengantar Analisa Politik. Jakarta. PT Pustaka LP3ES Indonesia. Hal 210 
18 Ibid., Hal 212 
19 Ibid., Hal 221 
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khusus, tetapi mereka juga menawarkan versi menenai suatu 
masyarakat politik yang sesuai.20 
Organisasi politik seperti partai politik yang telah sukses akan 
memberikan imbalan kepada kelompok kepentingan. Hanya jika hal-
hal ini melampaui kepentingan-kepentingan segelintir orang yang 
lebih disukai, pada pemilih yang jumlahnya lebih banyak daripada 
jumlah anggota kelompok-kelompok kepentingan khusus, akan 
menganggap partai itu sebagai alat kepentingan-kepentingan 
khusus. Dengan demikian tingakahlaku politik dikalangan para 
pemimpin membentuk strategi gabungan dalam mana tekanan-
tekanan pribadi dan politik para pengikut mendorong proses-proses 
politik.21  
Salah satu tokoh penggagas basis kelompok dalam politik ialah 
Arthur F. Benley yang mengemukakan bahwa kelompok 
didefenisikan sebagai suatu porsi manusia tertentu dalam suatu 
masyarakat yang diambil bukan sebagai suatu massa fisik yang 
terpisah dari massa-massa lain, tetapi suatu massa tindakan yang 
tidak menutup kemungkinan orang-orang yang berpartisipasi 
didalamnya juga dalam aktifitas kelompok lain. Kepentingan adalah 
perilaku yang dihadapi, menyangkut sebuah tuntutan-tuntutan yang 
dibuat oleh satu kelompok atas kelompok-kelompok tertentu dalam 
suatu sistem sosial. Jadi kelompok adalah suatu organisasi massa 
20 Ibid., Hal 231 
21 Ibid., Hal 222 
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yang diarahkan oleh kepentingan dan sistem sosial berisikan 
sejumlah besar kelompok yang menandai arena bagi interaksi 
aktifitas kelompok. Kepentinganlah yang mengorganisasikan 
kelompok.22 Yang menarik dari penjelasan tersebut ialah adanya 
partisipasi gereja dalam politik sebagai bagian dari kelompok yang 
memiliki kepentingan – kepentingan khusus.  Kepentingan gereja 
merupakan bagian dari kepentingan organisasi kelompok yang juga 
mendasari partisipasi dan keterlibatan pendeta dalam rana politik 
praktis. 
Tokoh agama termasuk kekuatan politik dalam system politik, 
yaitu kita bisa melihat dalam struktur poilitik.  Dilihat dari tugas dan 
fungsi dari tokoh agama, maka dapat dikatakan bahwa tokoh agama 
dianggap sebagai pemimpin, dan kepemimpinan (leadership) adalah 
kemampuan seseorang (yaitu pemimpin atau pengikut-pengikutnya) 
sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana 
dikehendaki oleh pemimpin tersebut. 
Adapun klasifikasi kepemimpinan menurut Soejono Soekanto 
terdiri dari dua bagian yaitu23 :  
a. Kepemimpinan yang bersifat resmi (formal leader) yaitu 
kepemimpinan yang tersimpul di dalam suatu jabatan.  
22 Varma, SP. Teori Politik Modern. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.2003 Hal 227 
23 Soekanto, Soerjono. 2003. Sosiologi Suatu Pengantar. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 
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b. Kepemimpinan karena pengakuan masyarakat akan 
kemampuan seseorang untuk menjalankan kepemimpinan 
(informal leadership).  
Dari Kedua contoh kepemimpinan di atas maka kita bisa 
melihat tokoh agama termasuk pada informal leadership. 
Kepemimpinan ini mempunyai ruang lingkup yang tanpa batas-batas 
resmi, karena kepemimpinan demikian didasarkan atas pengakuan 
dan kepercayaan masyarakat.  Peranan dan fungsi dari tokoh agama 
sangat penting dalam mengendalikan ketegangan sosial yang terjadi 
di masyarakat dalam iklim yang semakin demokrasi ini. Tokoh 
agama berperan sangat penting dalam menciptakan atau 
membentuk opini publik atau pendapat umum yang sehat. Oleh 
karena itu isu-isu yang menyesatkan dan kabar bohong yang 
tersebar bisa ditangkal masyarakat bila selalu berada dibawah 
bimbingan tokoh agama. 
Dari pemikiran Jr. V.O Key maupun Arthur F. Benley, maka 
penulis menarik kesimpulan bahwa keterlibatan pendeta dalam 
politik praktis tak terlepas dari desakan kepentingan pribadi atau 
partai politik tertentu. Pendeta dianggap sebagai bagian dari 
kelompok kepentingan yang memiliki sikap menonjol dan 
berpengaruh serta memiliki pola hubungan yang baik dengan 
masyarakat. Adanya hubungan yang erat antara pendeta dengan 
masyarakat  maka akan menjembatani dukungan yang kuat dari 
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partai politik untuk mengusung pendeta sebagai salah satu calon 
yang akan mendapatkan jabatan politik tertentu. Pengusungan 
pendeta menjadi calon pejabat publik oleh organisasi politik juga 
dapat dikaitkan dengan anggapan bahwa pendetalah yang lebih 
memahami kebutuhan dan desakan dari kelompok masyarakat.  
Keterlibatannya pun menjadi bagian dari mempromosikan kegiatan 
organisasi politik tertentu. 
D.  Kerangka Pemikiran 
Pada dasarnya keterlibatan Pendeta dalam pemilu legislatif di 
Toraja Utara muncul sejalan dengan perkembangan demokrasi yang 
mengutamakan kebebasan dan keinginan yang kuat untuk 
berpartisipasi dalam bidang tersebut. Keterlibatan  juga muncul 
karena adanya gagasan atau ide yang berasal dari fakta-fakta yang 
telah ditafsirkan oleh individu atau sekelompok orang, yang 
kemudian ide dan gagasan tersebut itu menjadi topik utama dari 
munculnya sebuah keterlibatan. Keinginan untuk berpartisipasi 
diatas diaktualisasikan dalam beberapa tindakan-tindakan seperti 
mengikuti pemilu, menggalang dukungan dari jemaat dan 
mendukung kandidat politik tertentu Partisipasi politik oleh individu 
dalam posisinya sebagai warganegara, bukan politikus ataupun 
pegawai negeri dan sifat partisipasi politik ini adalah sukarela. 
Munculnya keterlibatan politik diatas tentu tidak terlepas juga dari 
perhatian masyarakat terhadap permasalahan-permasalahan serta 
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kondisi yang menurut mereka terdapat kesenjangan antara realita 
politik dan kondisi yang seharusnya, atau kondisi yang lebih baik dan 
sesuai dengan konsep yang dibawa. Hal inilah yang menjadi 
pertimbangan rasional dalam memilih dan menentukan sebuah 
keputusan. 
Dalam hal ini kita berbicara dalam kerangka keterlibatan 
pendeta dalam pemilu legislatif di Toraja Utara. Hal ini didasari oleh 
penggabungan antara pendeta sebagai pelayan gereja dan juga 
sebagai warga negara yang aktif dalam partai politik tertentu. Kajian 
ini merupakan isu menarik mengingat agama seringkali menjadi isu 
sentral dalam pemilihan umum baik tingkat nasional maupun lokas. 
Selain itu isu tersebut juga masih hangat di perbincangkan dalam 
masyarakat menyangkut bagaimana kehadiran pendeta dalam politik 
sebagai tokoh pemimpin gereja yang mengayomi jemaatnya dan 
juga disatu sisi mengayomi partai politik. Maka dengan itu penulis 




Pendeta pada umumnya dipahami sebagai pemimpin gereja. 
dalam memenuhi tugas panggilannya, seorang pelayan gereja tidak 
hanya memiliki tugas untuk memberitakan firman Allah tetapi juga 
menjalin hubungan dengan sesama jemaat seperti mengadakan 
24 
 
konseling, berkhotbah, mengajar, mengurus administrasi, 
mengadakan kunjungan, melayankan pernikahan atau pemakaman 
dan seterusnya. Adanya keikutsertaan pendeta dalam pemilu 
legislatif menjadi cacatan penting untuk memahami maksud dari 
keterlibatan tersebut. Kehadiran pendeta dalam politik menghasilkan 
adanya cacatan keikutsertaan yang masih diwarnai dengan 
ketidakjelasan komitmen terhadap prinsip-prinsip pemikiran etika 
pelayan gereja sehingga telah menambah lemahnya pengaruh peran 
keterlibatan etis pendeta dalam politik dan hal tersebut  terkesan 
hanya untuk kepentingan-kepentingan tertentu. 
Atas dasar pertimbangan diatas maka gereja sebagai institusi 
yang memiliki peran penting dalam pembinaan, perlu mengambil 
langkah untuk mengevaluasi kembali arah keterlibatan pendeta 
dalam pemilu legislatif sehingga dapat melahirkan motivasi yang 
jelas dan rasional yang bisa meyakinkan masyarakat mengenai 
kelayakannya untuk berperan serta dalam politik praktis.  Pedoman 
Etika pelayan gereja berisi kewajiban-kewajiban yang menghendaki 
agar pendeta tidak mencampuradukkan antara Allah dengan 
Negara. Adanya kewajiban-kewajiban tersebut merupakan pedoman 
dalam membantu penulis untuk melihat dan menganalisis lebih jauh 








Keterlibatan Pendeta : 
 
1) Calon legislatif dalam 
pemilihan umum 
2) Mendukung suara dan 
kampanye 
3) Menjadi anggota 
struktur partai politik 
 
Dari uraian diatas, maka kerangka analisis dapat dikembangkan 
dengan model sebagai berikut : 
 
































Dalam bab ini, penulis akan menguraikan lokasi penelitian, tipe 
penelitian, teknik pengumpulan data, jenis data, teknik analisis data dan 
penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini. Metode 
penelitian di atas ditujukan agar pembaca mendapat gambaran tentang 
alur penyajian data hingga penarikan kesimpulan dari penelitian ini. 
Berikut ini adalah uraian dari metode penelitian yang digunakan pada 
proposal penelitian ini. 
A. Lokasi Penelitian 
Lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian adalah gereja-
gereja yang berada  di Toraja Utara, dimana terdapat beberapa 
Pendeta yang pernah menjadi terjun ke politik praktis atau pemilu 
legislatif. Disamping itu, Toraja Utara adalah salah satu daerah yang 
menjadi tempat dimana persoalan diatas terjadi. Daerah Toraja 
Utara merupakan satu-satunya daerah berbasis kristen di propinsi 
sulawesi selatan, sehingga seringkali isu terpanas menjelang pemilu, 
baik tingkat lokal maupun tingkat nasional. 
Daerah Toraja Utara juga merupakan daerah yang baru saja 
mengalami pemekaran menjadi dua kabupaten yaitu Tana Toraja 
yang dulunya Makale dan Sekarang Toraja Utara atau Rantepao. 
Dengan itu, tercermin adanya dinamika politik yang terjadi. 
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Selain dari alasan diatas, Toraja Utara juga mempunyai sejarah 
tentang adanya keterlibatan pendeta dalam politik praktis. Hal ini 
terlihat bahwa gereja sudah terbuka dengan hal-hal yang bersifat 
politik 
B. Dasar dan Tipe Penelitian  
B.1 Dasar Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode kalitatif. Penelitian 
kualitatif menganalisa perilaku dan sikap politik yang tidak dapat atau 
dianjurkan untuk dikuantifikasikan. Penelitian kualitatif cenderung 
fokus pada usaha eksplorasi sedetail mungkin peristiwa atau kasus 
yang akan diteliti dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman 
yang mendalam. 
Penelitian kualitatif ini memudahkan peneliti menyusun 
proposal, melakukan pengumpulan data, analisis dan juga 
mengembangkan laporan studinya. Peneliti melakukan pengamatan 
dan wawancara dengan informan yang sangat memahami 
permasalahan yang diteliti. 
Dasar penelitian ini adalah studi kasus.. menurut Bogdan 
dan Bikien studi kasus merupakan pengujian secara rinci terhadap 
satu latar atau kasus dan peristiwa tertentu. Dasar penelitian ini 
sebagai suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian pada 
suatu kasus secara intensif dan rinci. Penelitian ini menggunakan 
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dasar penelitian studi kasus untuk memusatkan perhatian kepada 
keterlibatan pendeta dalam politik praktis di Toraja Utara. 
 
      B.2 Tipe Penelitian 
Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini 
adalah Deskriptif Kualitatif. Dimana penulis menggambarkan dan 
menjelaskan mengenai keterlibatan pendeta dalam pemilu legislatif  
serta penulis mencoba menjelaskan terlebih dahulu hubungan gereja 
dan politik sebagai landasan adanya keterlibatan pendeta dalam 
politik. Penjelasan ini menggunakan argumen yang jelas untuk 
memudahkan pembaca untuk menyimaknya. Data yang diperoleh 
dikolaborasikan dengan argumen penulis, sehingga akan saling 
menguatkan hasil penelitian. 
Sedangkan dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah Studi Kasus ( study case ). Penelitian ini memusatkan diri 
secara intensif pada suatu obyek tertentu dan mempelajarinya 
sebagai suatu kasus. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua 
pihak yang bersangkutan, dengan kata lain data dalam studi ini 
dikumpulkan dari berbagai sumber. Sebagai sebuah kasus maka 
data yang dikumpulkan berasal dari berbagai sumber dan hasil 
penelitian ini hanaya berlaku pada yang diselidiki. Studi kasus 
diadakan untuk menggambarkan secara luas keterlibatan pendeta 
dalam politik praktis. 
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C.   Teknik Pengumpulan Data 
     C.1 Penentuan Informan 
Sebagian besar informan yang merupakan sumber data-data 
dan informasi dalam penelitian ini adalah pendeta-pendeta yang 
pernah mendaftarkan diri dalam pemilihan anggota legislatif ( caleg ) 
di toraja utara. Hal ini didasarkan karena mereka merupakan sumber 
data utama yang berkaitan dengan penelitian keterlibatan pendeta 
dalam pemilu legislatif. 
Pada  proses penelitian ini terjaring sebanyak tujuh ( 7 ) orang 
informan dua diantaranya berprofesi sebagai pendeta dan lainnya 
adalah majelis yang berdomisili di Toraja Utara. Dari tujuh responden 
yang ditemui, masing-masing berasal dari kalangan dan profesi yang 
berbeda. Informan yang ditemui berasal kalangan majelis gereja 
yang sekaligus berprofesi sebagai pengurus partai politik dan 
pendeta-pendeta yang pernah terlibat dalam pemilu legislatif. 
Polarisasi dari informan ini dimaksudkan agar informasi atau data 
yang yang didapatkan lebih kaya dan lebih variatif serta menjadi 
bahan perbandingan dalam penelitian ini. 
Beberapa informan yang berhasil diwawancarai antara lain : 
Pdt. Daniel Arung S. Th yang berasal dari Gereja Toraja Jemaat 
Baruppu, Pdt. Simon Tumangke dari Gereja Toraja Jemaat 
Panggala’, Pdt. Ishak Lambe’, Samuel Dedi Rantepasang, S.E dari 
Gereja Toraja Jemaat Rantepao, Drs. Habel Pongsibidang berasal 
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dari Gereja Toraja Jemat Tallunglipu, dan Ir. Israel Mapole berasal 
dari Gereja Toraja Jemaat Mallangngo’. 
     C.2   Wawancara mendalam 
Wawancara adalah percakapan secara langsung yang 
dilakukan oleh dua orang atau lebih, dengan tujuan dan maksud 
tertentu untuk mendapatkan informasi-informasi yang diperlukan, 
yang dilakukan oleh pewawancara yang mengajukan pertanyaan 
dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban. Penelitian ini 
akan mengambil data primer dari wawancara yang dilakukan 
terhadap sejumlah informan. Informan tersebut ialah : 
1. Pendeta yang pernah terjun ke politik praktis 
2. Majelis gereja 
Pemilihan informan diatas dapat saja berkembang dan 
berubah sesuai dengan kebutuhan penelitian dalam memperoleh 
data yang akurat. Peneliti juga dapat menambahkan informan atas 
informasi dari informan sebelumnya. Sehingga memungkinkan ada 
penambahan infroman yang melebihi dari apa yang tertera diatas. 
       C.3 Studi pustaka 
Literatur-literatur yang relevan dengan fokus penelitian juga 
akan digunakan, baik itu buku-buku, jurnal, artikel-artikel, dan 





D.   Jenis  Data dan Sumber Data 
    D.1 Data Primer 
Data primer merupakan data yabg langsung diperoleh dari 
lapangan atau daerah penelitian.Peneliti turun langsung ke daerah 
penelitian untuk mengumpulkan data dengan cara obeservasi serta 
wawancara mendalam. Berikut adalah data-data yang diperoleh oleh 
peneliti : 
a) Pernyataan dari beberapa pendeta tentang motivasi untuk 
terjun ke dalam politik praktis 
b) Bentuk kegiatan-kegiatan pendeta selama terjun ke politik 
praktis 
D.2  Data sekunder 
Data sekunder merupakan data tambahan yang diperoleh dari 
literatur-literatur baik itu berupa buku-buku, artikel maupun karya 
ilmiah tentang hubungan antara pendeta dan politik. Berikut adalah 
data-data yang diperoleh oleh peneliti : 
a) Bentuk kegiatan-kegiatan pendeta dalam politik 
b) Referensi dalam bentuk tulisan, baik buku maupun pedoman yang 
menjelaskan tentang umat kristen dalam bidang politik. 
E.5  Teknik  Analisa  Data 
Data yang dikumpulakn di lapangan diolah menggunakan 
analisa kualitatif untuk menjelaskan hasil yang diperoleh pada saat 
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penelitian. Digunakan metode deskriptif  analisa untuk menjelaskan 
data. 
Data dari hasil wawancara dan pengamatan atau observasi 
sehari-hari dicatat serinci mungkin dan dikumpulkan sehingga 
menjadi  satu catatan lapangan. Semua data kemudian dianalisa 
secara kualitatif sehingga apa yang terkandung dibalik realita dapat 
terungkap. 
Proses analisa data secara keseluruhan dimulai dengan 
mengolah seluruh data mentah yang tersedia dari segala sumber 
yaitu, wawancara, pengamatan atau observasi yang ditulis dalam 
catatan lapangan dan dokumentasi. Data tersebut kemudian dibaca, 
dipelajari, ditelaah, kemudian direduksi atau dipilah sesuai deengan 
kategori tertentu ( tema atau topik ) sehingga mendapatkan 
gambaran yang jelas. selanjutnya, mengabstraksikan data tersebut 
dengan berpegang pada keaslian data tersebut dengan berpegang 
pada keaslian data. Hasil dari abstraksi kemudian dianalisa 
berdasarkan kerangka pemikiran, konsep-konsep, atau teori-teori 
yang digunakan kemudian dideskripsikan, setelah itu baru ditarik 
kesimpulan. 







GAMBARAN  UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
Dalam metode penelitian sebelumnya telah diuraikan cara yang 
dugunakan oleh penulis dalam pembahasan rumusan masalah. Pada bab 
ini, akan diuraikan beberapa hal yaitu gambaran umum kondisi penduduk 
Toraja Utara, gambaran umum mengenai keterlibatan politik pendeta yang 
banyak dilakukan di Toraja Utara. 
A.   Gambaran Umum Toraja Utara 
      A. 1 Keadaan Penduduk Toraja Utara 
Kabupaten Toraja Utara memiliki luas wilayah 1.151,47 km2 atau 
sebesar 2,5 % dari luas Provinsi Sulawesi Selatan (46.350,22 km2) 
dan secara yuridis terbentuk pada tanggal 21 Juli tahun 2008 
dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2008. Kabupaten 
Toraja Utara sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Tana 
Toraja. Kabupaten Toraja Utara secara umum merupakan daerah 
ketinggian dan merupakan daerah kabupaten kota yang kondisi 
topografinya paling tinggi di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, dan 
daerah ini tidak memiliki wilayah laut sebagaimana tipikal sebuah 
daerah ketinggian.   
Kabupaten Toraja Utara dengan pusat pemerintahan di 
Kecamatan Rantepao telah mendapat gelar Tondok Lili’na Lepongan 
Bulan Tana Matari’allo. Wilayah ini dihuni oleh satu etnis  yakni Etnis 
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Toraja. Dengan jumlah penduduk kurang dari 220.276 jiwa. Kurang 
lebih 50.000 jiwa hidup merantau dan bekerja di luar  wilayah Tana 
Toraja. Suku toraja juga memiliki satu bahasa lokal yakni bahasa 
toraja. Namun untuk pergaulan secara umum mereka menggunakan 
bahasa Indonesia. Disamping itu mereka juga menguasai bahasa 
Inggris, Belanda, Mandarin, dan Jepang. mereka yang menguasai 
bahasa tersebut ialah putra-putri Toraja yang bertugas atau bekerja 
sebagai seorang pemandu atau guide-guide untuk tourits. Berikut ini 
adalah presentase jumlah penduduk di Kabupaten Toraja Utara 
berdasarkan jenis kelamin yang tersebar dalam 21 kecamatan. 
 Tabel 4.1 






















2 Kesu’ 7939 7818 15,757 
3 Sanggalangi 5700 5611 11,311 
4 Buntao 4632 4424 9,056 
5 Rantebua 3999 3720 7,719 
6 Nanggala 4811 4530 9,341 
7 Tondon 4961 4657 9,618 
35 
 
8 Tallunglipu 9284 9080 18,364 
9 Rantepao 12704 13301 26,005 
10 Tikala 5281 5161 10,442 
11 Sesean 5593 5477 11,070 
12 Balusu 3393 3478 6,871 











15 Sesean Suloara’ 3270 3068 6,338 
16 Kapala Pitu 3128 3012 6,140 
17 Dende Piongan 
Napo 
4196 3913 8,109 
18 Awan Rante 
Karua 
2692 2587 5,279 
19 Rindingallo 3807 3568 7,375 
20 Buntu Pepasan 6211 6217 12,428 
21 Baruppu 2804 2642 5,446 
  Total   220.274 
          Sumber : Survei Ekonomi Nasioanal Tahun 2014 
 Kabupaten Toraja Utara merupakan daerah yang tingkat 
pertumbuhannya kecil, hal ini terlihat dari laju pertumbuhan daerah 
toraja utara berdasarkan data statistik yang menyebutkan 
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pertumbuhan penduduk Toraja Utara di tahun 2011 mencapai 1,84 
% dengan pertumbuhan tertinggi 1,85 % dan pertumbuhan terendah 
1,85 %. 
D.2 Penyebaran Komposisi Penduduk 
Jumlah Penduduk Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2014 
tercatat 234.567 jiwa, yang tersebar di 21 kecamatan, dengan jumlah 
penduduk terbanyak adalah kecamatan rantepao sebanya 26.010  
jiwa, dan jumlah penduduk terendah di kecamatan bangkelakila 
dengan jumlah penduduk sekitar 5.212 jiwa. Kepadatan penduduk di 
kabupaten Toraja Utara pada tahun 2014 telah mencapai 116/km2. 
Kecamatan terpadat di kecamatan rantepao dengan tingkat 
kepadatan mencapai 543 jiwa/km2, sedangkan kecamatan yang 
tingkat kepdatannya paling rendah adalah kecamatan baruppu dan 
simbuang yaitu 21 dan 23 jiwa/km2. 
D.3 Kondisi penduduk menurut agama di kabupaten Toraja Utara 
Penduduk kabupaten Toraja Utara menganut agama yang 
beragam, dari lima agama yang diakui oleh negara tercakup 
didalamnya, namun agama yang mayoritas adalah agama kristen 
Protestan, di susul agama Khatolik, kemudian agama islam dan yang 













1 Sapan 36 8.345 39   8.422 
2 Kesu’ 159 4.136 201 72 2 4.570 
3 Sanggalangi 183 5.430 159 13  5.785 
4 Buntao’ 217 2.590 98   2.905 
5 Rantebua 119 4.874 167   5.160 
6 Nanggala 284 8.619 1.289   10.192 
7 Tondon 481 6.912 590 25  8.008 
8 Tallunglipu 363 9.067 963 11  10.404 
9 Rantepao 8.42
8 
12.982 1.987 39 15 23.451 
10 Tikala 562 3.673 1.112   5.347 
 
11 
           
Sesean 
      
247 
        
6.154 
       
1.957 
         
8.358 
12 Balusu 271 2.836 856   3.963 
13 Sa’dan 219 4.985 1.256   6.433 
14 Bangkilakela 213 4.137 1.005   5.355 




16 Kepala Pitu 51 7.006 681   7.738 
17 Dende Piongan 
Napo 
15 5.833 302   6.150 
18 Awan Rante 
Karua 
12 3.136 217   3.365 
19 Rindingallo 59 5.892 412   6.363 
20 BuntuPepasan 78 
 
5.136 719   5.933 
21 Baruppu’ 16 4.972 689   5.677 
Jumlah 12.0
32 
118.169 16.622 160 17 150.823 
Sumber : BPS tahun 2011 
Dari data diatas dapat dilihat bahwa Toraja Utara mempunyai 
penduduk dengan mayoritas agama kristen yang disusul agama 
Khatolik, Islam, Hindu, dan yang terakhir Budha. 
Dari data diatas menunjukkan bahwa sarana peribadatan yang 
ada di kabupaten Toraja Utara sebanyak 500 buah lebih, tampak 
bahwa yang terbanyak kecamatan rantepao dengan jumlah sarana 
ibadah 93 buah. Sarana peribadatan terbanyak adalah gereja 
protestan mencapai 214 buah, gereja katholik 231, masjid atau 
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musholah 143 buah, pura ada 2 dan wihara tidak ada. Jumlah 
sarana ini tersebar di 21 kecamatan di daerah Toraja Utara.  
D.4  Gambaran Umum Tentang Gereja di Toraja Utara 
Gereja Toraja adalah hasil dan kelanjutan dari pelaksanaan 
hakekat gereja pada umumnya yaitu misi. kehadirannya dalam 
konteks tertentu adalah wujud kehadiran gereja Tuhan yang esa. 
Cikal bakalnya di mulai dengan kehadiran beberapa guru beragama 
Kristen (anggota Indische Kerk-Gereja Protestan Indonesia) pada 
sekolah Landschap yang dibuka oleh pemerintah Hindia Belanda 
pada tahun 1908 di Toraja dapat dianggap sebagai awal masuknya 
berita Injil ke daerah Toraja. Para guru ini berasal dari Ambon, 
Minahasa, Sangir, Kupang, dan Jawa. 
Atas pimpinan dan kuasa Roh Kudus, terjadilah pembaptisan 
yang pertama pada tanggal 16 Maret 1913 kepada 20 orang murid 
sekolah Landschap di Makale oleh Hulpprediker F. Kelling dari 
Bontain. Pemberitaan Injil dilakukan secara “sengaja” dan intensif 
oleh Gereformeerde Zendingsbond (GZB) dari Negeri Belanda 
dengan datangnya Penginjil A.A. Van Der Loosdrecht ke Toraja pada 
tanggal 10 November 1913. Dia mati dibunuh (oleh kelompok yang 
tidak setuju karena pemerintah kolonial Belanda mengurangi 
masa/waktu berlangsungnya perjudian) pada tanggal 26 Juli 1917 di 
Bori dan menjadi syahid pertama Injil di Toraja. Darahnya telah 
menjadi benih gereja yaitu Gereja Toraja. GZB adalah sebuah badan 
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zending yang didirikan oleh anggota-anggota Nederlandse 
Hervormde Kerk (NHK) yang menganut paham gereformeerd, 
berlatar belakang pietis, dalam arti sangat mementingkan kesalehan 
dan kesucian hidup orang Kristen.  
Para pembawa Injil datang melanjutkan pengutusan Yesus di 
Tana Toraja seperti tertulis “Sama seperti Bapa mengutus Aku, 
demikian juga sekarang Aku mengutus engkau” (Yoh 22:21), dan 
melakukan seperti yang dilakukan oleh Yesus sendiri yakni 
memberitakan Injil Kerajaan Allah (preaching), mengajar (teaching) 
serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan (healing) (Mat. 
9:35). Mereka datang memberitakan penyelamatan Allah di dalam 
diri Yesus Kristus, mereka mendidik masyarakat untuk keluar dari 
kebodohan dan keterbelakangan dengan membuka sekolah-sekolah, 
dan menyembuhkan masyarakat dengan mendirikan pelayanan 
kesehatan. Mereka mengharapkan orang Toraja menjadi manusia 
yang beriman, terdidik, dan sehat. Sebuah pemahaman dan 
pelaksanaan misi yang menyeluruh (holistic).  
Berdasarkan hal tersebut, orang Toraja telah diberkati oleh 
Tuhan sehingga mencapai sebuah kemajuan yang luar biasa hanya 
dalam waktu kurang lebih 50 tahun, yang menurut beberapa catatan 
sejarah hanya bisa dicapai suku-suku lain dalam waktu 100 tahun ke 
atas. Artinya, kedatangan kekristenan yang dibawa oleh para 
Zending yang kemudian dilanjutkan oleh Gereja Toraja yang mandiri 
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dan telah melahirkan sebuah perubahan yang sangat mendasar 
dalam sejarah orang Toraja dan masyarakat Toraja. Sejarahwan 
malah mencatat bahwa modernisasi di Toraja dimulai dengan 
kehadiran pendidikan yang di bawa oleh Gereja. 
Gereja Toraja telah menjadi salah satu agen modernisasi dan 
perubahan sosial yang sangat menentukan di Toraja lewat koinonia 
(persekutuan), diakonia (pelayanan), marturia (kesaksian), liturgy 
(ibadah yang hidup), didache (pengajaran), pastoral 
(penggembalaan), oikonomia (penatalayanan) (oikonomia mencakup 
sarana dan prasarana, manajemen organisasi, keuangan) yang 
dibangunnya. Gereja Toraja telah menjadi kekuatan pemicu yang 
sangat mendasar dalam diri orang Toraja, masyarakat Toraja, yang 
pada gilirannya pengaruh perubahan pada skala regional dan 
nasional. Satu hal yang tidak bisa disangkali adalah bahwa 
kekristenan yang datang di Toraja yang kemudian dilanjutkan oleh 
Gereja Toraja telah memberikan identitas baru bagi orang Toraja 
sebagai “pembeda” dengan masyarakat sekitarnya. Toraja menjadi 
identik dengan Kristen. Dengan demikian, sadar atau tidak, orang 
Toraja akan menjadi saksi Kristus, entah saksi baik maupun buruk. 
D.5  Visi dan Misi Gereja Toraja 
Gereja Toraja telah mencanangkan Visi Gereja Toraja “Damai 
Sejahtera Bagi Semua”. Tentu saja misi besar yang dilahirkan 
adalah mewujudkan Gereja Toraja yang membawa damai sejahtera 
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bagi semua”. Kata “Damai Sejahtera” berasal dari kata syalom, yang 
mana kata itu sering diterjemahkan menjadi “damai”. Dengan 
demikian, bila seorang mengucapkan syalom, maka itu diartikan kira-
kira “damai kiranya beserta saudara”. Namun demikian dalam 
pemahaman bangsa Israel, kata syalom mempunyai makna yang 
jauh lebih luas dan dalam. Akar kata syalom sendiri dapat 
memberikan arti yang berbeda-beda, tergantung pada huruf-huruf 
vokal yang menyertainya. Salah satu artinya adalah “utuh”. 
Perpecahan, apapun bentuknya tidak menimbulkan keutuhan, 
melainkan sebaliknya, ketiadaan syalom. Karena itu perdamaian 
dapat memulihkan keutuhan, sehingga syalom pun berarti 
perdamaian atau rekonsiliasi.  
Kata syalom juga dapat berarti “tenang”, “teduh”, karena 
ketenangan dapat menghadirkan suasana yang utuh dan damai. 
Lawan kata syalom adalah keadaan-keadaan yang tidak 
menghadirkan suasana tenang, keutuhan, kedamaian, keteduhan. 
Perut yang lapar, harga bahan makanan yang kian melangit, 
kehilangan pekerjaan, sarjana yang terpaksa menganggur, anak 
yang gelisah karena orangtua tidak mampu membiayai sekolahnya, 
bencana alam dan sosial yang menghancurkan sendi-sendi 
kehidupan, bahkan kehidupan itu sendiri ketika merenggut nyawa, – 
semua itu adalah hal-hal yang mengganggu ketenangan, keutuhan, 
dan kedamaian hidup setiap orang (ketiadaan syalom).  
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Dengan demikian, kata syalom bukanlah sekedar keadaan 
damai ketika tidak ada perang. Mungkin saja keadaan perang konflik 
secara fisik tidak ada, namun apabila kondisi-kondisi lain yang 
membuat orang tidak dapat hidup secara jasmani dan rohani, maka 
di situ tidak ada syalom, tidak ada damai. Agaknya itulah pula 
sebabnya kata syalom tidak begitu saja diterjemahkan ke dalam 
Alkitab yang berbahasa Indonesia sebagai “damai” melainkan 
“damai sejahtera”. Keputusan penerjemahan ini dianggap sangat 
tepat, karena kata “damai sejahtera” benar-benar menunjukkan 
bahwa syalom itu tidak hanya dihadirkan lewat gencatan senjata, 
penghentian tembak-menembak, melainkan harus disertai 
“sejahtera”.  
Damai saja tidak cukup apabila masyarakat, rakyat kecil yang 
tertindas dan terlupakan tidak mengalami sejahtera, ketentraman di 
dalam hidup mereka. Damai saja tidak cukup apabila orang yang 
kaya bergelut dengan kekayaannya tanpa makna hidup yang jelas, 
apalagi jika kekayaan itu diperoleh dengan cara-cara yang tidak 
benar. Manusia itu bukan sekedar pencari makan tetapi juga pencari 
makna (Lihat Matius 4:4 dan Lukas 4:4). Keutuhan keduanyalah 
yang dapat menghadirkan damai sejahtera. 
Dalam melaksanakan penelitian lapangan, maka penulis telah 
memilih beberapa gereja di Toraja Utara yang dijadikan sebagai 
tempat penelitan yaitu : Gereja Toraja ( GT ) Jemaat Lo’lo Uru 
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Baruppu, Gereja Kerapatan Pantekosta (GKP) Jemaat Injili 
Rantepao, Gereja Toraja ( GT ) Jemaat Rantepao, Gereja Toraja ( 
GT ) Jemaat Tallunglipu dan Gereja Toraja ( GT ) Jemaat Malanggo’.  
Kelima gereja ini diambil sebagai lokasi penelitian karena dari 
gereja-gereja ini ada beberapa pendeta atau anggota jemaatnya 
yang terlibat aktif dalam politik. Penelitian ini berlangsung kurang 
lebih selama tiga minggu yaitu dimulai dari tanggal 29 juni hingga 20 
juli 2015. Data yang dikumpulkan dari penelitian ini berasal dari hasil 
wawancara dengan beberapa informan, berbagai literatur dan artikel-
artikel, surat kabar dan beberapa surat kabar dan juga tulisan-tulisan 
yang berkaitan dengan tema dengan maksud untuk membantu 
perolehan informasi dalam penelitian ini. 
Adapun gambaran umum dari beberapa gereja-gereja tersebut 
adalah sebagai berikut : 
D.6  Gereja Toraja ( GT ) Jemaat Lo’ko Uru Baruppu 
Gereja Toraja Jemaat Lo’ko Uru Baruppu merupakan gereja 
yang berolasi di salah satu desa yang bernama lo’ko uru kecamatan 
baruppu Toraja Utara dan saat ini terdiri dari 85 kepala keluarga 
dengan jumlah jiwa 450 orang, yang dilayani oleh 25 majelis jemaat ( 
15 penatua dan 10 diaken ) dan dilayani oleh dua orang pendeta 
yakni Pdt. Simon Tumangke,S.Th. gereja tersebut telah berdiri sejak 
19 september 1994. Pendeta yang melayani digereja ini juga telah 
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melayani selama 2 tahun dan baru mendaftar menjadi calon legislatif 
untuk pertama kalinya pada pemilihan legislatif 2014. 
D.7   Gereja Kerapatan Pantekosta ( GKP ) Jemaat Injili Rantepao 
Gereja Kerapatan Pantekosta jemaat Injili Rantepao saat ini 
memiliki 40 kepala keluarga dengan jumlah jiwa 126 orang, yang 
dilayani oleh 53 anggota majelis ( 35 penatua dan 18 diaken ) dan 
dilayani oleh dua orang pendeta yaitu Pdt. Daniel Arung, SS. Dan 
Pdt. Pdt. Pina Tulak S. Th. 
D.8  Gereja Toraja ( GT )  Jemaat Tallunglipu  
Gereja Toraja Jemaat tallunglipu memiliki 368 kepala keluarga 
yang terdiri dari 1509 orang. Jumlah majelis digereja ini yaitu 98 ( 
penatua 60 dan diaken 38 ) dan dipimpin oleh 2 orang pendeta yakni 
Pdt. Luther Taruk, M.Th Dan Pdt. Martinus Manda Randa, S.Th, MM. 
D.9  Gereja Toraja ( GT ) Jemaat Rantepao 
Gereja Toraja jemaat Rantepao merupakan gereja yang terletak 
dijalan poros rantepao. Gereja ini sangat mudah didapatkan karena 
terletak diperkotaan. Gereja ini memiliki sekitar 503 kepala keluarga 
dengan jumlah jiwa sekitar 2500 orang. Jumlah majelis di gereja ini 
berjumlah 105 majelis ( 70 penatua dan 35 diaken ) sedangkan 
jumlah pendeta yang melayani dalam gereja tersebut yaikni 2 orang 









Pada bab ini penulis akan menghadirkan gambaran tentang motivasi 
pendeta dan pola kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama terjun ke politik 
praktis. untuk mengetahui motivasi keterlibatan pendeta dalam pemilu 
legislatif maka diajuhkan pertanyaan mendasar yaitu apa yang memotivasi 
pendeta untuk terlibat dalam kompetisi memperebutkan kekuasaan sebagai 
anggota legislatif. Apakah motivasi keterlibatan tersebut untuk membawa 
suara kenabian atau hanya melihat bidang politik sebagai lahan basah atau 
subur dibandingkan dengan kepengurusan gerejawi yang sementara 
diemban.  
Etika pelayan gereja hanya menghendaki agar para pendeta 
memiliki komitmen untuk membawa suara kenabian dalam bidang politik 
yang didasari oleh partisipasi yang terorganisasi dalam memenuhi 
kebutuhan masyarakat. Makna suara kenabian tersebut yakni 
memberitakan kepedulian Allah kepada manusia termasuk kepada kaum 
miskin, menyelenggarakan pemerintahan dengan baik, serta memengaruhi 
moralitas publik.  Dalam hal ini cakupan penulis hanya berkisar pada 
keterlibatan pendeta dalam pemilu legislatif di kabupaten Toraja Utara. 
Pelanggaran terhadap etika pelayan gereja juga sangat jelas terjadi ketika 
ditemukannya kegiatan-kegiatan pendeta selama terjun ke politik praktis. 
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E. Pola Keterlibatan Pendeta ketika terjun ke dalam politik praktis 
Gereja Toraja yang berlatar belakang reformatoris secara 
fundamental telah memahami bahwa politik bukanlah bidang yang 
terlarang. Politik bukanlah bidang terlarang tetapi sebuah bidang 
kehidupan dimana gereja dapat memperjuangkan terwujudnya 
tanda-tanda kerajaan Allah dalam Yesus Kristus yakni Keadilan, 
Kebenaran, HAM dan Damai Sejahtera bagi semua orang tanpa 
membeda-bedakan latar belakang suku, agama, Ras dan sebaginya. 
gereja sebagai komunitas iman akan Yesus Kristus merupakan 
komunitas iman politis. Karena itu,  jika gereja ingin mengabdi 
kepada Allah maka ia juga harus bersifat politis. 
Pendeta pada dasarnya dipahami sebagai gembala gereja yang 
bisa memberikan teladan mengenai perilaku atau tindakan yang 
baik. Pendeta memiliki tugas untuk menjaga Netralitas gereja dalam 
hubungannya dengan pelaksanaan pemilu sehingga akan menjadi 
ciri utama yang menjadikan gereja benar-benar gereja dan tidak 
sama dengan institusi sekuler. Para pendeta yang terjun ke politik 
praktis hendaknya menjadi garam dan terang didunia politik, berani 
menyatakan ya di atas ya, serta tidak tertekan pada kelompok yang 
sektarian dan partisan. Seperti yang diungkapkan oleh Habel 
Pongsibidang yakni sebagai berikut. 
“... intergritas seorang pendeta tidak hanya berlaku pada saat ia 
aktif dalam pelayanan gereja tetapi juga berlaku saat hendak 
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memilih untuk terjun ke politik. Perananya sebagai seorang politisi 
harus digumuli dengan sikap kesungguh-sungguhan seperti ketika ia 
didalam gereja...”24 
Intergritas pelayan gereja bukan hanya berlaku saat ia 
memimpin sebagai anggota jemaat dalam gereja tetapi juga saat 
menjadi anggota politisi. Pendeta harus mempertahankan 
integritasnya sebagai pemimpin yang beramanah saat ia menjadi 
politisi dari partai tertentu. kehadirannya pendeta dalam politik juga 
hendaknya tidak membuat jemaat terpecah-pecah tetapi 
mempersatukan berbagai kepentingan yang berbeda-beda menjadi 
satu tujuan bersama. pendeta tidak boleh memandang semua lawan 
politiknya buruk dan jahat tetapi hendaknya ia bersahabat dengan 
yang lain dan benar-benar mendukung adanya moralitas gereja. hal 
ini dimaksudkan bahwa, meskipun pendeta terjun ke politik tetapi 
nilai-nilai kekudusan gereja tetap melekat dalam diri pendeta 
tersebut. 
Gereja menyadari bahwa kehadirannya dalam dunia bukan 
untuk menjadi wakil dari golongan atau partai politik tertentu25. Peran 
pendeta sebagai pemimpin gereja kemudian sangat menentukan 
untuk menjaga netralitas gereja untuk mengayomi perbedaan 
pandangan - pandangan politik yang ada di dalam jemaat yang 
24  Wawancara Tanggal 14 juli 2015 
25 Alkitab Terjemahan Baru. 2006. Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia. 
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seringkali memunculkan persoalan serius dalam kepengurusan 
gereja.  
Pendeta merupakan figur elit lokal yang disegani oleh 
masyarakat. Hal ini karena pendeta memiliki ilmu agama yang tinggi 
sehingga memunculkan kharismanya pada masyarakat. Figur 
pendeta mengalami dinamika sosial dalam masyarakat yang selalu 
menarik untuk di perbincangkan. 
Selain sebagai teladan bagi masyarakat, pendeta dinilai sebagai 
sosok yang memiliki pengaruh dikalangan elit politik. Buktinya bahwa 
pendeta yang terlibat dalam politik praktis, selalu ditempatkan dalam 
posisi yang strategis. Meskipun pendeta belum tentu mau 
ditempatkan sebagai pengurus partai politik. Fenomena ini telah 
menjadi rahasia umum dikalangan elit politik sebagai strategi untuk 
mencari dukungan dari kalangan masyarakat tradisional, utamanya 
dari kalangan pesantren. Alasannya karena pendeta dinilai memiliki 
kantong-kantong suara atau massa pendukung, yaitu para kelompok 
pendeta dan kalangan masyarakat tradisional. 
Keterlibatan pendeta dalam politik praktis bukan menjadi 
fenomena baru. Sejak zaman reformasi pendeta merupakan sosok 
yang selalu terlibat dalam politik praktis. Meskipun kualitas dan 
kuantasnya mengalami perbedaan dari zaman ke zaman.  
   Beberapa wujud keterlibatan pendeta dalam politik praktis 
adalah sebagai berikut : 
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E.1  Keterlibatan Pendeta saat menjadi calon anggota legislatif 
Keterlibatan pendeta dalam politik praktis bukan fenomena 
yang baru lagi. Sejak lama peran serta pendeta dalam politik sangat 
besar dan Secara normatif keterlibatan pendeta dalam politik 
mendapat dasar hukum yang kuat dari etika pelayan gereja sebagi 
pedoman khusus para pelayan gereja.  Secara empiris, keterlibatan 
pendeta sebagai tokoh politik telah dicontohkan oleh tokoh-tokoh 
kristen terpopuler dalam sejarah seperti Marten Luter King. Dasar 
normatif dan empiris inilah yang menjadi motivasi pendeta masa kini 
untuk terjun ke politik praktis. 
Pendeta yang mempunyai pengaruh besar baik dilingkungan 
gereja maupun di masyarakat telah memiliki kekuatan baru dalam 
pentas politik di Indonesia. Umumnya seorang pendeta di organisasi 
kegerejaan memiliki dukungan massa yang relatif banyak, juga 
memiliki massa dari kalangan tradisional lainnya sehingga pendeta 
yang mempunyai pengaruh tersebut kemudian memiliki posisi 
strategis dalam konstalasi politik.  
Berpusat pada peranannya sebagai guru dan pelayan gereja 
para pendeta seringkali memainkan peran penting dalam bidang 
sosial, kemasyarakatan, dan juga politik. Dalam memainkan peranan 
sosialnya, pendeta sering kali dimintai pertolongan oleh masyarakat 
untuk memberikan perantaraan kesembuhan bagi orang-orang yang 
sakit, sedangkan perannya dalam kemasyarakatan, pendeta sering 
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diundang dalam rapat-rapat baik lokal maupun nasional dan 
perannya dalam bidang politik sekarang ini banyak tokoh agama 
atau pendeta yang terlibat dalam politik praktis baik langsung 
maupun tidak langsung. pendeta langsung terlibat dalam politik, 
seperti menjadi pengurus partai politik, juru kampanye, ataupun 
sebagai anggota legislatif. Adapun secara tidak langsung, pendeta 
hanya memberi dukungan kepada partai politik maupun dukungan 
kepada calon baik legislatif maupun eksekutif. 
Israel Mapole mengatakan bahwa 26: 
‘’...keaktifan pendeta di beberapa bidang sangat berpengaruh 
pada saat dia terjun ke politik praktis sebab semakin banyak peran 
pendeta di beberapa bidang maka semakin baik dan erat juga 
hubungannya dengan masyarakat luas. Ini bisa menjadi modal dan 
keuntungan bagi pendeta untuk memanfaatkan partisipasi politik 
publik...” 
Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa pendeta 
masuk sebagai kekuatan politik dalam system politik yakni dapat 
dilihat dalam struktur politik. Dilhat dari tugas dan fungsi tokoh 
agama maka mereka bisa dikatakan sebagai pemimpin (leadership) 
yakni kemampuan seseorang dalam memimpin sehingga orang lain 
dapat bertingkah laku sebagaimana yang diinginkan oleh pemimpin 
tersebut. Dengan penjelasan tersebut maka pendeta layak untuk 
26 Wawancara tanggal 17 juni 2015 
52 
 
                                                             
dikategorikan sebagai salah satu faktor yang bisa mempengaruhi 
partisipasi politik melalui ceramah-ceramah ibadah namun memiliki 
muatan politis. 
Minat pendeta untuk terjun ke politik praktis meningkat setelah 
aturan gereja sudah tidak kaku dalam melihat dan memandang 
politik sebagai bidang yang baik untuk menyalurkan gagasan dan 
pelayanan. Hal tersebut juga mempengaruhi tingginya minat pelayan 
gereja untuk berkecimpung menjadi anggota legislatif.   adanya 
gagasan tentang perlunya pendeta berpolitik praktis menjadi faktor 
yang mendorong dan memprakarsai keterlibatan pelayan gereja 
dalam politik. Seperti di kabupaten Tana Toraja yang setiap 
menghadapi pemilihan legislatif dan eksekutuif selalu terlihat para 
tokoh agama baik menjadi calon legislatif atau terlibat dalam 
kegiatan-kegiatan seperti mendukung kandidat dan juga menjadi 
anggota partai politik. Berikut ini adalah beberapa pendeta yang ikut 
serta menjadi calon legislatif pada pemilihan legislatif tahun 2014 
yaitu27 : 





1 Andarias Banne Partai 
Nasdem 
Torut  5 613 Pendeta 
2 Daniel Palungan Partai Torut  6 108 Pendeta 
27 Sumber : KPU Kabupaten Toraja Utara 
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Nasdem 
3 Daniel Arung PKP 
Indonesia 





Torut  6 20 Pendeta  
         
Data tersebut menggambarkan bahwa pendeta memiliki minat 
untuk terjun ke politik praktis dan turut serta untuk mencalonkan diri 
menjadi anggota legislatif dan menjadi anggota partai politik. Dalam 
menghadapi pemilu, pendeta akan berhadapan dengan berbagai 
lawan politik seperti beberapa anggota jemaat maupun majelis 
gereja yang juga mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. relasi 
antara jemaat dan pendeta menjadi tidak baik yang bisa berdampak 
pada prioritas pembangunan jemaat. Hal ini juga bisa memicu 
terganggunya pelayanan terhadap umat yang menjadi tugas pokok 
para pendeta. 
Hubungan antara jemaat dan pendeta adalah bagian 
terpenting dalam membangun jemaat. Pendeta memiliki tugas 
pelayanan gereja yang baik dan lancar jika didukung dan didorong 
oleh jemaatnya. Pendeta juga bertugas untuk menjaga kesejukan 
hubungan sesama anggota jemaat yang mengalami konflik sehingga 
persekutuan dalam gereja tidak terpecah yang kadang disebabkan 
oleh perbedaan pandangan politik sesama jemaat.  
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Seperti yang dikatakan oleh Yusuf Seru bahwa28 : 
“...kehadiran pendeta dalam pentas politik khususnya ketika 
terjun ke politik praktis akan disayangkan apabila muncul perbedaan 
pandangan politik didalam jemaat tentang sikap pendeta tersebut. 
Ketidakpercayaan umat terhadap pendeta bisa memunculkan akan 
perpecahan sehingga tidak dapat membangun sebuah persekutuan 
yang utuh dan baik. Kehadiran pendeta dalam politik bisa baik dan 
juga bisa buruk terhadap jemaat namun sangat tergantung pada 
motivasi setiap pendeta. Jika pendeta tidak memiliki dasar politik etis 
yang baik maka bisa berujung pada hilangnya makna dan tanggung 
jawab atas tingkah laku sebagai teladan moral...” 
Pendapat tersebut menggambarkan bahwa konflik yang timbul 
dalam gereja bisa disebabkan oleh perbedaan pandangan-
pandangan politik baik antara jemaat dan pelayan gerejanya. Dari 
setiap perbedaan pandangan tersebut, masing-masing hanya 
memperjuangkan identitas diri dan saling berusaha untuk 
melemahkan bahkan bisa menjatuhkan sesama anggota jemaat.     
E.2 Keterlibatan pendeta Dalam bentuk dukungan suara dan 
kampanye 
          Kegiatan-kegiatan pendeta yang tidak sejalan dengan etika 
pelayan gereja menjadi salah satu pergumulan gereja untuk 
memenuhi keterbukaannya dengan bidang politik. pendeta 
28 Wawancara tanggal 19 juni 2015 
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berkewajiban untuk mematuhi pedoman etika pelayan gereja 
sebagai bagian dari bentuk keterlibatannya dalam bidang politik. 
pemenuhan kewajiban tersebut akan jelas bermakna apabila disertai 
dengan komitmen yang mendalam sehingga kehadirannya dalam 
perpolitikan dapat memberikan manfaat yang jelas kepada 
masyarakat. 
          Gereja dalam perkembangannya memahami bahwa konflik-
konflik dalam internal gereja justru berawal dari berbagai macam 
perbedaan pandangan dan warna politik. hal tersebut berawal dari 
sikap warga jemaat yang saling mengabaikan dan menganggap 
remeh terhadap masalah masalah kecil dan diperparah dengan 
adanya kegiatan-kegiatan pendeta yang bertentangan dengan etika 
pelayan gereja.  dengan demikian akan memerjelas bahwa, gereja 
memiliki beban konflik kepentingan sehingga posisi gereja sulit untuk 
menghindari pertumbuhan konflik tersebut. menyadari akan adanya 
hal tersebut kini gereja mengambil sikap netral sehingga tetap 
menjaga arah dan fungsinya dengan baik. 
          Penjelasan tersebut menjadi bagian terpenting untuk 
memahami bagaimana sikap gereja dalam menangani konflik-konflik 
internal yang banyak dipengaruhi oleh perbedaan pandangan-
pandangan politik. reformasi yang sedang berjalan dalam internal 
gereja harus mengubah keadaan tersebut tentunya kearah yang 
lebih baik. Kecenderungan terhadap sikap membeci dan 
56 
 
meremehkan harus dibuang dan sikap saling menghargai terhadap 
perbedaan pandangan politik harus dihidupkan kembali. berbeda-
beda tidak harus diartikan sebagai musuh atau lawan. Warga gereja 
harus dibina menuju kedewasaan sejati, dalam kesadaran sebagai 
manusia yang beradap, mandiri dan santun serta kedaulatannya 
secara cendikia dan kristis. 
           Hal diatas menjelaskan akan pentingnya bidang politik bagi 
gereja akan tetapi juga harus ditegaskan bahwa kehadiran dan 
peran gereja dibidang politik harus dibedakan secara prinsip, 
hakekat, sifat dan bentuknya dari partai politik. Gereja bukanlah 
partai politik tetapi gereja memiliki tugas panggilan yakni untuk 
memberikan bimbingan-bimbingan pastoral dan turut dalam 
terselenggaranya suatu kehidupan politik yang benar, adil dan 
mendatangkan damai sejahtera bagi semua orang serta memberikan 
kritikan yang profetis untuk meluruskan hal-hal yang tidak benar 
dalam kehidupan berpolitik.  
          Adanya larangan tersebut tentu akan mendorong pelaksanaan 
kampanye pemilu yang damai, tidak provokatif dan memberi 
Penghormatan terhadap setiap warga gereja yang berasal dari 
berbagai latar belakang politik tertentu.  
Dedi Rantepasang mengungkapkan bahwa : 
“...Kampanye yang formal, diam-diam, atau terselubung dalam 
tempat ibadah dan diatas mimbar gereja bukan saja bertentangan 
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dengan nilai-nilai luhur agama tetapi juga akan merendahkan 
kesucian agama itu sendiri...”29 
         Pemisahan antara urusan Gereja dan Negara bukan berarti 
bahwa pendeta dilarang untuk terjun ke rana politik praktis akan 
tetapi keterlibatan pendeta dalam politik juga mestinya 
dipertimbangkan secara realistis. Warga jemaat akan lebih 
mendukung apabila cara-cara dalam mencapai kekuasaan politik 
tersebut dilakukan dengan penuh pertimbangan moral dan etika. 
Cara tersebut bertujuan untuk mempengaruhi moralitas publik 
dengan menggunakan partisipasi yang terorganisasi dalam 
mencapai dan memenuhi kebutuhan masyarakat. 
          Secara mendasar aturan gereja yang dimuat dalam etika 
pelayan gereja telah memberikan pemikiran serta arahan khususnya 
bagi pemimpin-pemimpin gereja agar tidak cenderung mengabaikan 
nilai-nilai agama dan moral saat menjalankan pelayananya dalam 
gereja maupun saat menjabat sebagai dewan politik. etika pelayan 
gereja telah memberi penegasan tentang hal-hal penting yakni salah 
satunya adalah perlunya mengurangi pelanggaran-pelanggaran 
pendeta saat terjun ke politik praktis, termasuk adanya sikap 
pendeta yang memilih untuk terbuka dan mengarahkan jemaat untuk 
mendukung kandidat politik tertentu.   
29 Wawancara Tanggal 10 Juli 2015 
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            Hal diatas di temukan setelah jemaat mengakui bahwa dalam 
berbagai kesempatan pendeta hadir untuk memberikan dukungan 
terhadap kandidat politik baik di gereja maupun di luar gereja. 
adanya upaya tersebut pernah dilakukan oleh pendeta Andarias 
Banne ketika mengarahkan jemaat untuk memilih dan mendukung 
Petrus Manggala menjadi anggota legislatif dan berlangsung pada 
saat ibadah selesai di dalam gedung gereja jemaat Baruppu’ pada 
tanggal 3 april 2014. Jemaat menyadari bahwa munculnya dukungan 
tersebut didasari oleh adanya hubungan keluarga antara pendeta 
Andarias Banne dengan Petrus Manggala. Sebagai Pendeta yang 
memiliki pengaruh kuat dan terkenal dikalangan jemaat gereja toraja 
maka seringkali status kependetaan Andarias Banne tak terlepas 
dari adanya pemanfaatan oleh politisi tertentu. Selain itu juga 
terdapat pendeta Ishak Lambe yang menjadi salah satu tim sukses 
kandidat calon bupati toraja utara pada pemilihan kepala daerah 
tahun 2014 dimana dalam setiap kesempatan kampanye dan 
pertemuan pendeta Ishak Lambe selalu hadir. Dari dukungan 
tersebut memberikan dampak positif sehingga Kalatiku Paembonan 
sebagai calon bupati sukses memenangi pilkada. 
Israel Mapole mengungkapkan bahwa : 
“...adanya upaya kandidat politik untuk memasukkan nama 
pendeta dalam tim pemenangan seringkali terjadi sebab para 
pemimpin agama biasanya mendapatkan banyak dukungan dari 
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konstituen mereka. Para pendeta biasanya sulit untuk tidak 
memberikan dukungan politik kepada para politkus karena adanya 
hubungan keluarga maupun kandidat yang bersikap tegas pada 
masalah-masalah moral yang krusial...” 
          Kenyataan inilah yang mengharuskan bahwa pendeta yang 
melaksanakan karya keselamatan Allah dalam bidang politik tentu 
harus cermat dalam mendayagunakan status kependetaannya 
tersebut sehingga pelayanan yang dilakukannya benar-benar 
terwujud secara optimal. Dukungan pendeta terhadap kandidat 
politik bukanlah hal yang tepat untuk dilakukan. Dukungan publik 
membuat warga jemaat yang berbeda pandangan politik akan 
terasing dan hal tersebut memang merupakan penyalahgunaan 
kedudukan pendeta yang berkuasa dan berpengaruh. Keterlibatan 
Pendeta dalam politik mestinya membicarakan masalah-masalah 
moral dan menolak keterikatan yang terlalu jauh dengan politikus lain 
meskipun didasari oleh hubungan tertentu. pedoman tersebut akan 
menghindarkan gereja dan warga jemaat dari tekanan saat ini dan 
situasi yang tidak baik dimasa yang akan datang.Menyadari hal 
tersebut, seorang pendeta hendaknya menghargai pandangan-
pandangan politik setaip warga jemaat.  
Kegiatan pendeta seperti diatas menunjukkan adanya 
penerapan yang keliru saat hendak terjun ke politik praktis. Pada 
saat yang sama, moralitas pendeta tampaknya mencerminkan 
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kemunduran umum moralitas dikalangan awam. Zaman kita dipenuhi 
rekyasa politik, perdagangan orang di bursa efek, skandal 
perusahaan, dan manipulasi media. Menjadi mati rasa oleh semua 
itu, orang-orang pun jarang terkejut ketika mendengar ada pelayan 
gereja yang tidak beretika. 
Dedi Rantepasang juga mengatakan bahwa : 
“... saat terjun ke politik praktis kadangkala ada yang tidak 
sesuai dengan hati nurani tetapi kita lakukan. Jadi seorang pendeta 
tidak bisa menjadi partisan jika ia mendukung kandidat politik yang 
hanya dia sukai secara terang-terangan di hadapan publik. Pendeta 
memiliki misi dalam politik yakni mengumandangkan netralitas gereja 
dan mengayomi seluru warga jemaat. Disinilah setiap pendeta perlu 
memahaminya dengan jelas sehingga dapat menentukan arah 
politiknya dengan baik....” 
Etika pelayan gereja tidak menghendaki apabila pendeta 
menggunakan kekuasaannya yang terkenal dan berpengaruh untuk 
mendukung kepentingan orang lain. Meskipun ia membela 
tindakannya sebagai warga negara yang independen ia berhak 
mendukung siapa pun yang dipilihnya. Akan tetapi, koran-koran tidak 
memandangnya sebagai warga negara yang Independen melainkan 
sebagai pendeta. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari pendeta 
dari berbagai macam kepentingan-kepentingan kelompok tertentu. 
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Demikian juga ia harus menjaga netralitas gereja dalam mewujudkan 
suara kenabiannya dalam politik. 
Kegiatan-kegiatan pendeta saat terjun ke politik praktis yang 
tidak sejalan dengan pandangan gereja menunjukkan bahwa hal 
tersebut adalah bagian dari kemunduran etika. Krisis etika pelayan 
gereja tercermin ketika terdapat ditemukaan fakta bahwa etika 
pelayan gereja tidak diajarkan di kebanyakan sekolah tinggi teologi. 
Akibatnya beberapa pendeta tidak mendapatkan ilmu yang 
mendalam mengenai etika pelayan gereja. Selain fakta-fakta 
tersebut, ada sebuah kecenderungan yang mencemaskan bahwa 
pengajaran etika kristen disekolah-sekolah tinggi teologi dan 
universitas-universitas tampak menurun. dari fakta-fakta tersebut 
dapat disimpulkan bahwa keilmuan teologi selalu meninggalkan etika 
hingga terakhir, lalu meninggalkannya sama sekali. Banyak fakultas 
teologi melakukan kesalahan ini ketika pengajaran etika hendak 
digabung dengan disiplin lain. Akibatnya, bidang-bidang penting 
etika kristen pun hilang. 
Peran pendeta dalam mewujudkan nilai-nilai etis dalam 
masyarakat kini mulai memudar. Atas dasar itulah maka perlu 
adanya pendalaman akan pentingnya pedoman etika pelayan gereja 
yang akan menunjang pembentukan moral para pelayan gereja dan 
membantu mereka memecahkan masalah-masalah profesitas 
sehari-hari. Khusus bagi pendeta yang terjun ke politik,  maka dia 
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harus menampilkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai pelayan 
gereja. pendeta tidak hanya bergerak didalam gereja tetapi di 
masyarakat. Umat kristen senantiasa menilai setiap perilaku pendeta 
yang seringkali menyimpang dari etika pelayan gereja. Dalam hal ini 
meskipun pendeta hanya dapat dipahami sebagai pemimpin yang 
hanya sebatas di lingkup gereja, tetapi unsur-unsur kepemimpinan 
mestinya harus melekat dalam diri pendeta tersebut. sikap karakter 
dan kepribadian menjadi amat penting bagi seorang pendeta yang 
dijadikan sebagai fondasi dalam memegang peranannya sebagai 
rohaniawan. 
E.2    Keterlibatan pendeta sebagai pengurus partai politik 
Adanya kegiatan-kegiatan pendeta yang menyimpang dari 
etika pelayan gereja menjadi kenyataan bahwa keterlibatan pendeta 
dalam pemilu legislatif belum optimal untuk memberdayakan warga 
gereja. hal tersebut didasari oleh karena kegiatan-kegiatan yang 
dilakukan pendeta setiap menjelang pemilu legislatif  tidak  berkaitan 
dengan pemecahan masalah-masalah sosial politik yang dihadapi 
warga gereja dan masyarakat sehingga hal tersebut hanya terkesan 
untuk mengejar kepentingan dan kekuasaan belaka.  
Peran dan eksistensi pendeta dalam pemilu legislatif akan 
semakin legitim ketika pedoman etika pelayan gereja dijadikan 
panglima saat hendak terjun ke politik praktis. hal tersebut akan 
melahirkan potensi kekristenan yang kreatif dan dinamik dalam 
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memberikan sesuatu yang optimal bagi masyarakat luas. dengan 
adanya nasihat ini, kita akan disadarkan kembali untuk membangun 
dan mengembangkan cara hidup baru yakni interaksi yang penuh 
dengan hikmat.  
Gereja Toraja memahami bahwa keterlibatan politik etis 
pendeta dalam memberikan pendidikan politik terhadap warga 
jemaat akan memberikan dampak kemajuan terhadap meningkatnya 
pendewasaan politik warga jemaat dalam menghadapi pemilu. Hal 
tersebut tak terlepas dari adanya tugas panggilan pendeta dalam 
bidang politik yang mengharuskan untuk memerangi segala praktek-
praktek immoral yang berkembang dalam masyarakat. Tugas 
panggilan tersebut tidak hanya memberikan ruang warga jemaat 
untuk berpartisipasi dalam politik tetapi juga mengajak dan 
menggunakan partispasi tersebut secara bertanggung jawab. 
Ketidakpercayaan umat kristiani terhadap dunia Politik yang 
dulunya bernuansa keras dan kotor yang kemudian membuat gereja 
lokal sangat sulit beradaptasi dengan situasi lingkungan sekitar 
sehingga melahirkan kecenderungan untuk mengabaikan 
keikutsertaan dalam pemilu. Inilah yang kemudian mendorong gereja 
untuk memberikan solusi untuk mengurangi adanya sikap yang 
menekankan pada kesalehan seseorang atau pahan pietisme yang 
justru tidak menunujukkan adanya kepedulian terhadap pemenuhan 
kewajiban sebagai warga negara. 
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Gereja melakukan hal tersebut secara sadar oleh karena 
memahami bahwa segala permasalahan yang terjadi menjadi bagian 
dari adanya peran gereja dalam memberikan solusi. Secara khusus, 
sikap Gereja Toraja dalam hubungannya dengan pendidikan politik 
dapat tercermin dengan amat jelas melalui adanya sebuah 
keputusan Sidang Sinode Am ke XXII menegenai Pendidikan Politik 
dan Pekabaran Injil yakni : 
1) Pendidikan Politik warga Jemaat, yang dilaksanakan melalui 
Khotbah yang dimuat dalam Buku Membangun Jemaat. 
2) Mencerdaskan warga jemaat dalam menyikapi isu-isu 
Pelanggaran HAM. 
Adanya keputusan tersebut muncul sebagai bagian dalam 
menghadapi tantangan masyarakat saat ini yakni belum optimalnya 
pembentukan karakter bangsa, kurangnya keteladanan pemimpin 
dan kurang mampunya menyerap budaya global yang lebih sesuai 
dengan karakter bangsa. Gereja mencermati bahwa tantangan 
tersebut adalah bagian yang sulit untuk dihindari. Oleh karena itu 
gereja memahami diri sebagai bagian tidak terpisahkan dari 
masyarakat dan bangsa Indonesia.  
Dengan adanya Kegiatan pendidikan politik pendeta terhadap 
warga jemaat maka telah memberikan ruang bagi gereja-gereja 
untuk berpartisipasi dan melayani dalam mewujudkan masyarakat 
berkeadaban indonesia, tetapi juga untuk mengajak dan 
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mengharapkan agar partispasi warga jemaat dalam politik secara 
baik dan bertanggung jawab. Warga gereja tetap menjadi faktor 
penting yang didalamnya aspek pendidikan memainkan peranan 
kunci yang menentukan bagi terciptanya suatu masyarakat yang 
menjadi basis demokratisasi yang sehat. 
Wujud nyata dari adanya peran serta pendeta dalam 
memberikan pendidikan politik terhadap warga jemaat khususnya 
ketika terjun ke politik praktis pernah dilakukan oleh pendeta Daniel 
Arung dan pendeta Simon Tumangke yang dalam setiap 
kesempatan khususnya saat setelah ibadah selesai. Saat itu, 
Keduanya bergabung di partai yang sama yakni partai Keadilan dan 
Persatuan Indonesai (PKP Indonesia). Kegiatan tersebut 
dilaksanakan sesuai dengan pencalonannya sebagai anggota 
legilsatif. Jemaat menyaksikan dengan baik bahwa arah kegiatan 
tersebut digunakan untuk mendapatkan dukungan dari jemaat 
melalui kegiatan sosialisasi dan kampanye akan pentingnya 
memerangi praktek money politik yang menjamur dalam masyarakat.  
Yusuf Seru mengungkapkan bahwa : 
“... memang benar jika saat ini partai politik lebih memilih kader 
yang menonjol dalam masyarakat entah itu karena dia pintar dan 
cerdas atau karena dia sudah dikenal religius sehingga memiliki citra 
yang bersih dimasyarakat dan ini sangat menguntungkan partai jika 
anggota partainya lolos menjadi anggota legislatif. adanya kegiatan 
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sosialisasi pendidikan politik ke warga bukan hanya bisa dilakukan 
oleh pendeta namun semua calon legislatif yang tidak memiliki 
modal besar namun bisa mempengaruhi pemilihnya melalui ceramah 
politik...” 
Dari Pendapat tersebut maka kita dapat memahami bahwa 
pendeta memiliki tugas partai untuk mengadakan ceramah agar bisa 
mempengaruhi para konsituennya tanpa harus mengeluarkan modal 
besar. Dalam setiap kesempatan untuk mengadakan ceramah maka 
para pendeta bisa memperkenalkan dirinya dan mengajak warga 
untuk memilihnya. Aksi tersebut menjadi bagian yang penting 
mengingat pendeta tidak memiliki modal yang kuat untuk 
mengadakan beberapa kegiatan-kegiatan kampanye yang 
membutuhkan modal yang tinggi namun bisa memberikan dampak 
yang efektif baik bagi partai pengusung maupun secara pribadi. 
Adanya aksi pendidikan politik yang dilakukan oleh pendeta 
Simon Tumangke dan Pendeta Daniel Arung dianggap sebagai 
bagian dari strategi partai untuk mengusung para elit lokal yang 
merupakan figur berpengaruh dalam masyarakat. Hal ini terlihat dari 
pencalonan keduanya yang berasal dari partai yang sama yaitu 
Partai Persatuan dan Keadilan Indonesia.  
Para pendeta yang aktif berpolitik dan terdaftar sebagai 
anggota struktur partai mendapat bagian dan kesempatan untuk 
membesarkan nama partai seperti dalam pemilihan legislatif. partai 
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PDS (Partai Damai Sejahtera) merupakan partai yang memiliki 
landasan kristian dan termasuk partai yang banyak diminati oleh 
para pendeta sejak keberhasilannya masuk kedalam proses pemilu 
2014. Ini menunjukkan bahwa telah terjadi suatu gerakan 
penyadaran politik dalam komunitas kristen di Indonesia. Selain itu 
PDS tidak hanya memperjuangkan kaum protesan Lutheran namun 
juga katolik dan ortodox yang mengalami perlakuan berbeda. 
Kondisi diatas menunjukkan bahwa aksi ceramah dalam 
bentuk pendidikan politik terhadap warga merupakan unsur 
terpenting dalam membangun kesadaran politik jika tidak memiliki 
muatan kepentingan tertentu dan hanya untuk memberikan 
pencerdasan sosial dan politik. Namun apabila ceramah pendidikan 
politik dilakukan oleh calon kandidat tertentu maka hal tersebut tidak 
terlepas dari adanya kepentingan.    
Gereja memiliki keterbukaan terhadap perlunya usaha-usaha 
untuk mempersatukan pandangan politik yang berbeda dalam 
jemaat. Perspektif etika pelayan gereja mengungkapkan bahwa 
adanya kegiatan pendidikan politik pendeta sulit di wujudkan karena 
terdapat faktor-faktor tertentu pertama, yaitu gereja tersingkir, tidak 
memiliki pengaruh terhadap kehidupan masyarakat dan ketinggalan 
dari berbagai gerak reformasi yang dinamis. Kedua adalah gereja 
hanya ikut-ikutan dengan arus reformasi sehingga makin kaburlah 
misi gereja dalam membangun masyarakat sehingga gereja hanya 
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serupa dengan dunia ini. Kini melalui kegiatan pendidikan politik 
terhadap warga jemaat maka pendeta telah mengerjakan pekerjaan 
roh kudus yang mempebaharui, membangun, dan mempersatukan 
warga jemaat agar semakin mampu menghadapi tantangan-
tantangan dalam mewujudkan masyarakat berkeadaban.  
Pendeta yang terlibat dalam politik melalui kegiatan-kegiatan 
membangun jemaat menunjukkan bahwa nilai-nilai kekristenan tidak 
berhenti pada diri sendiri tetapi juga bermakna dan berbuah bagi 
orang lain. Hal tersebut menjadi sebuah Amanat alkitab kepada 
setiap pemimpin gereja bahwa mereka dipanggil untuk mengambil 
bagian untuk mengelola dan memberi manfaat terhadap kehidupan 
warga jemaat. Oleh karena itu pendidikan politik pendeta terhadap 
warga jemaat adalah sebuah upaya pencerdasan untuk 
menggunakan hak memilih dalam pemilu dengan baik sehingga 
melahirkan wakil-wakil rakyat dan pejabat-pejabat pemerintah yang 
benar-benar memiliki kehendak baik untuk mewujudkan 
kesejahteraan umum. 
Habel Pongsibidang mengatakan bahwa : 
”...kami memahami bahwa sangatlah penting jika pelayanan 
pendeta dalam politik pertama-tama untuk memenuhi tanda kasih 
Allah terhadap masyarakat. Melalui kegiatan pembinaan maka warga 
gereja memahami dengan baik realitas yang ada dan bagaimana 
menggunakan hak politiknya dengan baik dan cerdas...” 
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Keterlibatan pendeta dalam politik selalu dikaitkan dengan 
bentuk pelayanan dan kehadiran gereja dalam lingkup politik. 
Kehadiran gereja dalam politik sebagai bagian dari tanda-tanda 
kerajaan Allah untuk mewujudkan nilai-nilai kristiani yang perlu di 
tegakkan oleh setiap penyelenggara negara. Dasar pertimbangan 
inilah yang mendorong pelayan gereja untuk tampil dalam 
pertarungan politik praktis. Persepsi masyarakat yang berkembang 
bahwa sejak partai yang berbasis agama kristen yaitu Partai Damai 
Sejahtera ( PDS ) kini tidak nampak lagi dalam panggung 
perpolitikan tanah air, pendeta-pendeta yang terjun ke politik 
menaruh perhatian untuk bergabung dengan partai politik  yang 
memiliki basis permodalan yang kuat dan lebih mengutamakan 
kader yang popularitas yang tinggi serta dukungan dari calon yang 
memiliki sokongan modal yang kuat. Hal tersebut menunjukkan 
bahwa popularitas pendeta tidak cukup apabila tidak diikuti dengan 
dukungan partai yang besar. Beberapa pendeta kemudian 
memaksakan organisasi gereja sebagai bagian dari kelompok 
prioritas dan potensial untuk memberikan dukungan-dukungan politik 
terhadapnya. Dengan demikian maka kelompok organisasi tersebut 
akan dimobilisasi kepada sejumlah kepentingan baik kepentingan 
partai politik maupun kepentingan pribadi pendeta.  
Dengan adanya penjelasan tersebut maka arah keterlibatan 
pendeta dalam politik praktis harus didasari oleh perilaku yang 
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memiliki norma dan ketaatan Kepada Allah. Dasar keterlibatan etis 
pendeta dalam politik merupakan bagian dari tuntutan etika pelayan 
gereja. Etika pelayan gereja menghendaki supaya Peran pendeta 
dalam politik yakni untuk memperjuangkan kepentingan publik dan 
mewujudkan keterlibatan politik etis ditengah-tengah masyarakat.  
Integritas dan Tanggung jawab tersebut sebagai bagain dari misi 
gereja untuk mempersatukan pandangan politik jemaat yang 
berbeda-beda dan menghidari begbagai praktek kepentingan politik 
tertentu. 
E.3    Bentuk-bentuk kepentingan pendeta dalam politik    
1) Motivasi Pdt. Simon Tumangke 
Seorang pendeta bisa saja menggembalakan sebuah jemaat 
namun dalam situasi tertentu ia tidak menggembalakan sebuah 
jemaat karena aktif untuk melayani di bidang sosial diakonia dan 
lain-lain. Dalam hal sedang menggembalakan jemaat inilah akan 
menimbulkan pertanyaan bila pendeta tersebut terjun ke dalam 
politik praktis. Politik praktis di sini maksudnya ialah menjadi aktivis 
dari salah satu partai politik atau ikut menjadi anggota legislatif 
maupun menjadi kepala daerah atau eksekutif. 
Sikap pendeta yang memilih untuk menjadi aktivis partai politik 
dikawatirkan akan menimbulkan persaingan didalam gereja sehingga 
relasi pendeta dan jemaat akan menjadi kurang baik apabila 
persaingan dalam memperebutkan kekuasaan tersebut ditempuh 
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dengan cara-cara menjatuhkan sesama lawan politik. Oleh karena 
itu etika pelayan gereja menghendaki apabila arah dan cara 
berpolitik pendeta didasari dengan penuh tanggung jawab terhadap 
gereja. 
Pendeta Simon Tumangke mengungkapkan bahwa Motivasinya 
untuk terjun ke politik praktis ialah : 
“...sebagai pemimpin gereja tentu memiliki kepedulian untuk 
membantu dan melayani masyarakat yang lemah dan tertindas. 
Tugas dan amanah untuk terjun ke dalam lembaga pemerintahn 
adalah bagian dari bidang pelayanan untuk menghadirkan tanda-
tanda kerajaan Allah. Untuk menjamin agar sistem pemerintahan 
berjalan dengan baik dan efektif maka sudah saatnya pelayanan 
tidak hanya bertumpu pada pelayanan gereja tetapi menjadikan 
politik sebagai bagian dari pelayan yang harus mendapatkan 
perhatian dari siap pun termasuk pemimpin gereja. dengan demikian 
maka kehadiran gereja ditengah-tengah dunia akan memberikan 
dampak terhadap pembangunan masyarkat secara luas..” 
Pendeta dipahami sebagai pemimpin moral dan spiritual yang 
bisa meneladankan kepemimpinan religius dan etis ke pada 
masyarakat. Tugas menjadi pelayan publik adalah upaya pendeta 
untuk mewujudkan kerajaan Allah dalam bidang politik sehingga 
pemimpin-pemimpinnya negara dapat menyelenggarakan 
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kesejahteraan, keadilan dan kebenaran serta memerangi kejahatan 
dalam tanggung jawab kepada Tuhan dan masyarakat.  
Sejak munculnya keputusan Gereja Toraja untuk memberikan 
ruang bagi pendeta yang hendak terjun ke politik praktis, maka kini 
pendeta memiliki andil dalam bidang politik khususnya bagaimana 
mensinergikan kerjasama dikalangan pemerintahan. Oleh sebab itu, 
diharapkan partisipasi pendeta dalam politik bisa mencapai 
kehidupan yang lebih baik, kehidupan politik yang demokratis, rakyat 
kecukupan sandang, pangan dan papan ditengah kondisi politik yang 
belum mencapai substansi dari era reformasi saat ini.  
Kebijakan pemerintah yang selama ini tidak sejalan dengan 
pandangan dan arah gereja khususnya dalam mengeluarkan 
kebijakan yang tidak mengutamakan kepentingan masyarakat luas 
oleh karena gereja tidak penah dilibatkan ataupun dimintai saran, 
masukan oleh pemerintah sebelum mengambil kebijakan dan 
keputusan. Menyadari hal tersebut, memang gereja toraja belum 
merumuskan secara jelas dan mendetail menyangkut pemahaman 
relasi antar gereja dan negara ( pemerintah ). Hubungan dengan 
pemerintah hanya sebatas mendoakan dan merumuskan dengan 
kalimat “menegur dengan kasih”, tanpa disertai dengan langkah-
langkah strategis tentang bagaimana menegur dengan kasih itu, 
sehingga gereja tidak tegas jika pemerintah tidak menjalankan 
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fungsinya dengan baik bahkan dalam beberapa moment Gereja 
cenderung “bermesraan” dengan pemerintah.  
Kehadiran pendeta sebagai pelayan gereja dalam politik 
dianggap sebagai cara untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah 
yang selama ini tidak memberikan dampak terhadap pembangunan 
khususnya di pedesaan. hal tersebut karena Daerah Toraja Utara 
masih tergolong sebagai daerah yang pembangunannya tertinggal 
dan masih mengandalkan bidang pariwisata sebagai sumber utama 
pemasukan daerah untuk Pembangunan. Maka tidak jarang apabila 
terdapat pelayan gereja yang terjun ke politik praktis dengan 
mengeluhkan kurangnya kemajuan pembangunan di daerah.   
Perhatian Warga gereja dan masyarakat dalam memilih 
pemimpinnya kini dilandasi dengan cara yang selektif. Mereka 
mengutamakan pemimpin yang memiliki motivasi membangun dan 
mengutamakan kepentingan bersama.  Faktor ini dilandasi akibat 
tingginya praktek  Money Politic diberbagai daerah khususnya di 
Toraja Utara. Praktek tersebut dianggap tidak mempengaruhi 
perkembangan daerah tetapi hanya didasari oleh kepentingan 
pribadi. Jemaat kemudian memandang bahwa Pendeta adalah 
sosok yang tidak mengandalkan praktek tersebut saat terjun ke 
politik. Hal ini dikarenakan usaha pendeta hanya mengandalkan 
upaya bantuan relawan khususnya pemuda-pemuda kristen dalam 
membantu untuk dalam mendapatkan dukungan masyarakat. 
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Pendeta Simon Tumangke menambahkan bahwa : 
“... sesunggunya makna pelayanan dalam politik sama halnya 
dengan makna pelayanan didalam gereja sehingga tak perlu 
khawatir pelayanan dalam gereja akan terganggu sebab terdapat 
beberapa pendeta yang akan mengisi kekosongan untuk memimpin 
jemaat...” 
Hal tersebut menjelaskan bahwa Organisasi Badan Pekerja 
Sinode Gereja Toraja akan mengambil langkah untuk Menempatkan 
beberapa pendeta di gereja-gereja yang mengalami kekosongan 
karena alasan tertentu. Dengan demikian, maka pelayan dalam 
gereja tidak akan tertanggu dan keutuhan jemaat akan tetap terjaga. 
adanya pilihan moral pendeta untuk terlibat dalam pemilu legislatif 
maka etika pelayan gereja menghendaki agar pendeta dibekali oleh 
pengetahuan tentang teori negara, kecerdasan dan intelijen 
sehingga bisa membedakan antara hal-hal yang bertentangan 
dengan moralitas dan yang tidak.  
2)  Motivasi Pdt. Daniel Arung . 
Gereja Toraja tumbuh dan berkembang dalam interaksinya 
dengan politik. Hal ini ditandai dengan adanya partisipasi kalangan 
rohaniawan dalam politik praktis. para pelayan gereja juga telah 
menyadari bahwa saat ini gereja telah mengalami dinamika sehingga 
perlu adanya pembekalan terhadap masyarakat yang memiliki 
pemahaman sempit mengenai politik. Kehadiran pendeta dalam 
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politik bisa membantu gereja untuk lebih leluasa menyampaikan 
gagasannya – gagasan politiknya terhadap pemerintah. Namun hal 
tersebut dapat tercapai apabila pendeta tidak mendapatkan tekanan 
dari partai pengusung. Dalam hal ini pendeta tersebut harus 
menyatakan komitmennya agar betul-betul bersikap layaknya 
seorang gembala gereja. 
Pendeta Daniel Arung mengungkapkan bahwa motivasinya 
untuk terlibat dalam pemilu legislatif yakni : 
“...mengikutsertakan gereja dalam politik sehingga proses 
politik yang berjalan dapat sesuai dengan pandangan gereja yang 
menghendaki tercapinya pembangunan, keadilan dan kesejahteraan. 
Melalui pendeta, Gereja bisa berpartisipasi di bidang politik dalam 
hal mendidik masyarakat untuk tidak ber-money politic dan menjauhi  
praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.  Politik pada dasarnya baik 
dan akan bertambah baik jika pemimpin-pemimpinnya menjalankan 
amanah dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, jika 
memang dilakukan dengan penuh hitmat maka hasilnya juga akan 
bermanfaat....” 
Kenyataan inilah yang menggambarkan bahwa pendeta 
sebagai pemimpin jemaat mengemban sebuah tanggung jawab 
untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah dalam berbagai 
bidang termasuk bidang politik. Inilah yang dimaksud sebagai 
keterlibatan politis gereja yang lahir dari pewartaan kristiani itu 
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sendiri, yakni pembebasan yang telah dilaksanakan oleh Yesus 
Kristus dan memperoleh kepenuhannya dalam kedatangan-Nya 
kembali. Inti pembebasan itu adalah pemulihan martabat pribadi 
manusia sebagai makhluk yang dipanggil ke dalam persekutuan 
dengan Allah dan sesama. Pembebasan ini telah terlaksana didalam 
sejarah dan tak terpisahkan dari sejarah manusia. Gereja hendaknya  
menghayati pembebasan ini di dalam dunia dan berusaha untuk 
melibatkan diri di dalam bidang politik,  karena bidang politik inilah 
yang menentukan penghormatan terhadap martabat manusia. 
Keterlibatan  pendeta dalam pemilu legislatif  bukan supaya 
agama kristen bertambah kuat melainkan agar ada peluang dan 
kesempatan bagi gereja untuk melaksanakan tugas kepelayanannya 
yaitu menjalankan tugas kenabiannya supaya kehidupan bersama di 
dunia ini diatur dalam prinsip tatanan yang sesuai dengan kehendak 
Allah, yang dilandaskan pada nilai-nilai luhur yang dikehendaki  Allah 
yakni keadilan, kedamaian, penghargaan dan pengakuan terhadap 
hak asasi manusia  sehingga perjalanan sejarah dunia ini benar-
benar tertuju kepada tujuan yang ditetapkan Allah. Inilah peran 
gereja sebagai lembaga. Gereja bukanlah sebuah partai politik 
namun sebuah lembaga yang dibentuk dan dibangun dari 
persekutuan orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. 
Dampak kehadiran pendeta dalam politik juga perlu 
ditingkatkan dengan memberikan pemahaman yang baik mengenai 
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cara berpolitik yang gerejawi. Hal ini adalah bagian dari upaya gereja 
dalam hal Pendidikan Politik terhadap warga jemaat. praktek  Money 
politic yang sudah membudaya di masyarakat menjadi penyebab 
munculnya praktek Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Praktek 
ini seolah-olah menjadi penyakit yang bisa melanda siapa saja tanpa 
memandang latarbelakang seseorang. Selain itu, perjuangan bagi 
kepentingan pribadi dan kelompok sering lebih diutamakan 
dibandingkan dengan kepentingan bersama. Peran gereja kemudian 
sangat menentukan untuk meminimalisir praktek-praktek tersebut. 
dalam hal ini, pendeta menjadi perpanjangan tangan Gereja untuk 
menyuarakan pendidikan politik dalam setiap kampanye maupun 
dalam setiap Kegiatan khotbah diluar gereja. 
3)  Motivasi Pdt. Ishak P Lambe 
Pendeta memiliki tugas penggembalaan dalam bidang politik 
yang bertujuan untuk menyatakan kebenaran-kebenaran firman 
Allah. Tugas penggembalaan akan mencerminkan adanya 
kepedulian terhadap realitas yang dihadapi masyarakat. Oleh karena 
itu tugas penggembalaan akan tercapai apabila pendeta mendasari 
tujuannya dengan penuh kesungguh-sungguhan untuk menjadi 
pelayan publik. Motivasi pendeta Ishak Lambe untuk terjun ke politik 
praktis yakni sebagai berikut : 
“...keikutsertaan saya dalam politik menyangkut karena 
jabatan saya di dalam gereja yang telah memasuki masa emeritus ( 
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pensiun ). Di samping itu, Motivasi saya terjun di dunia politik sama 
sekali bukan karena uang atau karena alasan ekonomi melainkan 
untuk mewujudkan kesaksian gereja di bidang politik. Kesaksian 
gereja tersebut yakni Panggilan kristiani yang menjadikan politik 
sebagai salah satu bidang pelayanan dan kesaksian gereja. 
memang pada dasarnya Gereja bukanlah partai politik, tidak boleh 
disamakan dengan partai politik. yang membedakan ialah tugas dan 
fungsinya itu. Politik sesungguhnya adalah upaya untuk menata 
kehidupan bersama agar di dalamnya terwujud keadilan, kebenaran, 
kedamaian dan perdamaian. Salah satu Penyebab kegagalan saya 
pada pemilu 2014 karena suara terbagi kebeberapa kandidat lain 
yang juga dari lingkungan sendiri...” 
Dalam mewujudkan kesaksian gereja dalam bidang politik 
maka hendaknya pendeta menjadi gembala yang berpihak kepada 
kebenaran. Ia harus memiliki kasih, sikap cerdas dan punya solusi 
ditengah-tengah persoalan yang dihadapi masyarakat. Sebagai 
pemimpin, maka dia harus bersedia untuk dibenci, dikritik maupun 
direndahkan oleh lawan politik namun kesetiaannya hanya untuk 
mewujudkan kepentingan masyarakat secara luas. 
Tugas Panggilan Pendeta bukan hanya sekedar melayani 
jemaat dalam namun Sebagai warga negara yang beragama Kristen 
ia bertanggungjawab di hadapan Tuhan tentang baik buruknya 
pemerintah di dalam negaranya. Keterlibatan Pendeta dalam partai 
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politik juga merupakan upaya menghadirkan tanda-tanda Kerajaan 
Allah sebagai garam dan terang dunia. Untuk itu seorang pendeta 
juga perlu untuk dibekali pengetahuan tentang negara, pengetahuan 
tentang teori pemerintahan, kebijaksanaan, ketangkasan, 
pengalaman dan kecerdasan. Hal tersebut dapat membantu pendeta 
untuk memandang realitas politik secara baik dan benar.  
Pdt Ishak Lambe Menambahkan bahwa : 
“...Keterlibatan saya dalam politik sudah berlangsung 
sedemikian lama. Salah satu partisipasi saya termasuk dalam hal 
mengusahakan pemekaran wilayah Toraja Utara menjadi daerah 
yang otonom sehingga masyarakat Toraja Utara bisa lebih mandiri 
kedepannya...” 
Seperti yang diungkapkan diatas, Pendeta juga bisa 
berpartisipasi dalam membangun daerah. Hal ini adalah bagian dari 
misi gereja yakni gereja bukan hanya untuk kepentingan gereja 
sendiri tetapi juga untuk mewujudkan kesaksian dalam bidang politik. 
Untuk melaksanakan misi kesaksian gereja dibidang politik, sudah 
saatnya Pendeta keluar dari komunitasnya sendiri, tampil dan 
berperan aktif dengan masuk dalam pusaran kekuasaan. maka dari 
itu, diharapkan bagi para pelayan gereja untuk mampu mewujudkan 
tugas pelayanannya dibidang politik secara tegas dan searah 
dengan pandangan gereja dalam upaya memberi kontribusi bagi 
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pembangunan masyarakat demi tercapainya kepentingan bersama 


























5.1  Kesimpulan 
 Dari berbagai tanggapan yang diperoleh selama penelitian maka 
penulis menyimpulkan bahwa kepentingan tokoh agama ( pendeta ) untuk 
terjun ke dalam politik praktis dikaitkan dengan tuntutan dari kelompok 
organisasi dan organisasi politik. Gereja merupakan kelompok organisasi 
dan tempat bagi pelayan gereja ( pendeta ) untuk menjalankan fungsi 
kenabian dan ketaatannya dalam membangun kehidupan rohani jemaat. 
Pendeta memahami bahwa lembaga kristiani memiliki kebutuhan-
kebutuhan dalam rana politik.  Calon-calon untuk jabatan politik membujuk 
organisasi-organisasi dengan janji untuk memberikan keuntungan dalam 
bentuk manfaat kelompok. kepentingan dan manfaat tersebut 
diperjuangkan oleh pendeta agar gereja dapat bertumbuh dan memiliki 
sarana peribadahan yang memadai. Pembangunan gedung gereja selalu 
didukung dan didorong oleh para calon-calon pejabat publik seperti anggota 
dewan yang seringkali menjanjikan persembahan dana-dana pembangunan 
yang nampak setiap menjelang pemilihan umum seperti pemilihan legislatif 
dan eksekutif.  
 Kepentingan yang kedua adalah organisasi politik ( partai politik ). 
Partai politik memiliki strategi khusus untuk mencari kader pemimpin yang 
memiliki tingkat popularitas yang tinggi dan memiliki pengaruh yang 
menonjol dalam masyarakat. Kader yang terkenal maka akan tentu 
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memberikan dukungan yang tinggi dari publik.  Tokoh agama atau pendeta 
yang terjun dalam politik praktis maka tentu akan bergabung dalam partai 
politik demi menjadi anggota legislatif dan untuk kebesaran nama partai. 
partai politik menyiapkan Para kader yang berkualitas dan memiliki 
kemampuan dalam hal modal politik seperti dukungan yang kuat dari 
kelompok organisasi kepentingan. Partai politik yang sukses juga akan 
memberikan imbalan kepada berbagai kelompok dan organisasi yang 
memiliki kepentingan. Hanya jika hal-hal ini melampaui kepentingan-
kepentingan segelintir orang yang lebih disukai, para pemilih yang 
jumlahnya lebih banyak daripada jumlah anggota kelompok-kelompok 















5.2  Saran 
 Dengan melihat kenyataan bahwa kepentingan keterlibatan pendeta 
dalam politik berkaitan dengan organisasi kelompok dan partai politik maka 
sebaiknya para tokoh agama hendaknya menentukan arah politiknya 
sesuai dengan etika politik kristen. Organisasi gereja merupakan lembaga 
yang mesti dibina sehingga terbebas dari usaha mobilisasi kelompok 
maupun individu tertentu dalam memenuhi kepentingan-kepentingan politik. 
Etika politik kristen haruslah ditegakkan sehinggga kepentingan tidak 
mengorganisasikan kelompok kristiani. Para tokoh agama yang terjun ke 
politik praktis memiliki integritas iman yang kuat sehingga bisa memberikan 
pengaruh yang baik di masyarakat dan memiliki kemampuan untuk 
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